
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR g TAHUN2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang:

Mengingat :

a.

b.

1.

2.

bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara,
serta diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O1g
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrtn 2O20 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatal
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
Undang-Undang Darurat Nomor Z Tahun 1956 tentang
Pembentukal Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Sg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor1O92);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali
teralhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

!g.t"rrg Penetapan Peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan
Keuangal Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
dan/ atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitai
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lemaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor I34,
Tambahan Lembaran Negera republik Indonesia Nomor
6s16);
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3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan trmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penalganan Pandemi Corona Virus
Disease 2Ol9 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka
menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasiona-l dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lemaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negera
republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O06 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Undaag-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa
Konstruksi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 64, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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Menetapkan

2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarrrba}:an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Baraag/Jasa Pemerintah (l.,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tal:;ur. 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangal Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA
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Dalam Peratural Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan Kerl'a Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat

SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

2. Pedoman adalah cara kerja suatu organisasi untuk
mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pelaksanaan adalah suatu proses tindakan
mengimplementasikan suatu perencanaan
membutuhkan sumber daya tertentu.

Evaluasi adalah
kegiatan.

penilaian kine{a terhadap suatu

3

4

untuk
yarlg

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui uruta_n pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Pengawasan adalah penilikan pengarahan kebijakan
jalannya organisasi.

5

6

7

8

I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibaias
dan setujui bersama oleh pemerintah Kabupaten Aceh
Utara dan Dewan Perwakilan Rat<yat Aceh Utara dan
ditetapkan dengan Qanun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati/Wakil Bupati terpilih.
Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Kabupaten
yang disingkat Renstra SKPK adalah dokumen
perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencaaa Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD
ldalah dokumen pemerintah daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Ke{a perangkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen
perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat pA adalah
pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran SKpK
yang dipimpinnya.
Pengguna Barang adatah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KpA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
berdasarkan usulan PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan

10.

11.

12

13.

^/(

14.
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15. Pejabat Pelaksana Teloris Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKpK yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Ke{a
Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut ppK_
SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKpK.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut ppK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pA/KpA
untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja daerah.

18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah Bagian pengadaan narang dan
Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara
sebagai UKPBJ Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Selanjutnya
disingkat SPSE adalah aplikasi Dproqrement yan1
dikembangkan oleh LKPp untuk digunakan oleh LPSE di
instansi pemerintah seluruh Indonesia.

20. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut po\ia
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan
oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.

21. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan
la.ngsung, dan/ atau Dprtrctnsing.

22. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat

{ang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik
Daerah pada SKPK.

23. Agen Pengadaan adalah pelaku Usaha yang
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
Pengadaal Barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh
SKPK sebagai pihak pemberi pekeg'aan.

24. E-marketplace Pengadaan Barang/jasa adalah pasar
elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan
barang/j asa pemerintah.

25. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak
terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang
debitur.

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengeloE feuangan
laerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan ApbK
dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

sebagian tugas dan
bersangkutan.

fungsi pada SKPK yang

b€

27. Bendaharawan Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD
adalah yang bertindak dalam kapasitas sebagah
Bendaharawan Umum Daerah. T

l/

L
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28. I(as Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah.

29. Rencana Keq'a dan Anggaran SKpK yang selanjutnya
disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisikan rencana pendapatan,
rencana belanja program/kegiatan/Sub kegiatan SKpK
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBK.

3O. Dokumen Pelalsanaaa Anggaran SKpK yang selanjutnya
disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

31. Instansi Teknis adalah dinas otonom dalam Kabupaten
Aceh Utara yang menangani hal-hal teknis sesuai dengan
bidang masing-masing.

32. Perencanaan Teknis adalah kegiatan dan usaha untuk
merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan
tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup
yang tertentu yang berskala mikro serta bersifat teknis.

33. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan Barang/jasa
Pemerintah oleh SKPK yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan Belanja Negara/Anggaran pendipatan
Belanja Kabupaten yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

34. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa pemerintah berdasarkan kontrak.

35. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk
untuk melaksanakan pekerjaan.

36. Pengadaan Barang/jasa melalui Swakelola yang
selanjutnya disebut Swakelola adatah cara mempeioleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kemenlerian/
Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/l*mbaga/
Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau
kelompok masyarakat.

37.

39.

Sistem Pengadaan Barang/Jasa adalah
pemilihan, metoda penyampaian penawaran,
evaluasi, dan jenis kontrak.
Kontrak ada-lah peg'anjian tertulis antara pA/KpA/ppK
dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
Ringkasan Kontrak adalah suatu pernyataan tertulisyang isinya menjelaskan mengenai syarat sebuah
pe{anjian atau transaksi.
Asuransi adalah asuransi yang terrnasuk dalam daftar
perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan
produk asuransi pada lini usaha penjam inan (surefuship)7,
sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. 'A

u

metoda
metoda

38

{ot'

40
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41. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas
intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP
adalah aparatur yang melakukan pengawasan melalui
audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi.

42. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar
untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

43. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut
RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi
kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPK,
penyusunan dal penetapan rencana penganggararr
sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (I(AK).

44. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang
selanjutnya disebut SIRUP adalah aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web lWeb
bo.sed) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk
mengumumkan RUP.

45. Keadaan kahar ada-lah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak datam kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya dan kewajiban dalam kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi.

46. Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk
mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

47. Dinas Teknis adalah unsur pelaksana pemerintah
kabupaten yang bertanggung jawab secara teknis
terhadap semua kegiatan dan pengendalian.

48. Retensi adalah jumlah termin (progres s billingl yang tidak
dibayar/ditahan hingga pemenuhan kondisi yang
ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah
tersebut atau hingga telah diperbaiki besamya nilai
retensi.

49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitlan oleh
pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

50. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang
selanjutnya disingkat SPTJB adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggugjawab dalam hal
ini pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

( bt'
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BAEI II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bag
SKPK dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalial,
pengawasan, penatausahaan dan pelaporan APBK.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar perencanaan,
peliaksanaan, pengendalian, pengawasan, penatausahaan dan
pelaporan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rualg Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. penyusunan perenc€rnaan dan penganggaran;
b. pelaku pengadaan barang/jasa;
c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
d. kontrak pengadaan barang/jasa;
e. pengawasan, pengendalian, tertib administrasi

pelaporan dan evaluasi;
f. tata cara pembayaran;
g. pelayanan hukum bagi pengadaan barang/jasa;

(2) Pelaksanaan kegiatan selain mengacu pada pedoman
pelaksanaal APBK ini juga mengacu pada ketentuan
Peraturan Perundan g-undan gan yang lebih tin ggi.

BAB III
PEAIYTJSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Daerah dan
Rencana perangkat Daerah

Pasal 5

(U Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari:
a. RPJPK;
b. RPJMK; dan
c. RKPK;

(21 Rencana Perangkat Daerah terdiri atas:
a. Renstra SKPK;
b. Renja SKPK;

{ b f
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Paragraf I
RPJP, RPJM dan RKPK

Pasal 6

(1) RPJPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
huruf a merupakan arah kebijakan dan sasaran pokok
pembalgunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua
puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional
(RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka panjang provinsi
(RPJP Provinsi) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Aceh Utara (RTRW).

(21 RPJMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (l)
huruf b merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan
Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan
daerah serta program perangkat daerah dan lintas
perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) tahun berpedoman pada RpJp, RTRW dan
Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Nasional
(RPJM Kabupaten).

(3) RKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (l)
huruf c merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten
y€rng memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKp) dan
program stategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(4) RPJPK, RPJMK dan RKpK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan Tahapan :
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan Musrenbang;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Paragraf 2
Renstra dan Renja SKpK

Pasal 7

[gngtra SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(2) huruf a memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunaa dalam rangka 

- 
pelaks"rraar,

urusan pemerintahan wajib dan /atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing perangkat daerah yang disusun
berpedoman pada RPJMK dan bersifat indikatif.

[enja SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(2) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKpK

(r)

Ro

(2)

f
/
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yang disusun berpedoman pada Renstra SKPK dan
RKPD.

(3) Persiapan SKPK penyusunan Renstra SKPK dan Renja
SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dengan tahapan:
a. persiapan penyusunarl;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangErn;
d. pelaksanaan forum perangkat daerah / Iintas perangkat

daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

"*",:lr#x:x:x0,",
Pasal 8

(U Perencanaan Pengadaan dimulai dari identifrkasi
kebutuhan barang/jasa dengan berpedoman pada Renja

(21 Perencalaan Pengadaan menjadi bahan penyusunan
rencana kerja dan anggar€rn (RKA) SKPK.

(3) Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan
proses penyusunan RKA SKPK setelah nota kesepakatan
kebijakan umum APBK serta prioritas dan plafon
angga,ran sementara (KUA PPAS).

Pasal 9

(1) Perencanaan pengadaan yang telah dilakukan identifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dalam
RUP yang terdiri dari :

a. RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa
yang akan dilaksanakan oleh SKPK;

b. Pengumuman RUP SKPK dilakukan setelah
penetapan alokasi anggaran belanja;

c. pengumuman RUP SKPK dilakukan setelah
rancangan Qanun tentang APBK disetujui bersama
oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan
Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Utara;

d. pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi SIRUP;

e. pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal
terdapat perubahan/ revisi paket pengadaan atau
DPA.

(2) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
oleh PA SKPK melalui SIRUP pada utebsite Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan
alamat : sirup.lkpp.go.idl sirup.

t /
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(1) Perencanaan
SKPK.

Bagian Ketiga
Perencanaan Teknis

Pasal 10

teknis d ilaksanakan oleh masing-masing

l2l Dalam hal terdapat keterbatasan kemampuan sumber
daya manusia penyusunan perencanaan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanaan teknis
dilakukan melalui jasa konsultan/perorangan.

(3) Perencanaan kegiatan pekerjaan yang sifatnya
berkelanjutan (multigearsl wajib dibuat perencanaan
induk yang lengkap dan dokumen pendukung
sebagaimana yang disyaratkan serta harus mendapat
persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Ralryat
Kabupaten Aceh Utara dan tidak melebihi periode masa
jabatan Bupati.

(4) Dalam hal terjadi perubahan harga dan/ atau konstruksi
dalam masa pelaksanaan, konsultan perencana wajib
menyesuaikan dan memberi rekomendasi [iustifrkasi
teknis) sesuai tugas pokok dan fungsi terhadap suatu
pekerjaan.

(5) Kegiatan perencanaan teknis yang dilaksanakan oleh
konsultan wajib berkonsultasi dengan dinas teknis untuk
memperoleh petunjuk yang dianggap perlu guna
penyusunan rencana sesuai dengan Kerangka Acuan
Ke{a (KAK).

Pasal 1l
(1) Konsultan p€rencana telcris/pembuat design

s6lagaimsn4 dimaksud dalam pasal l0 ayat (2) wajib
memberi penjelasan teknis/ Lapan gar. (Aanuijzingl jtka
diperlukan kepada rekanan peserta pelelangan/ seleksi/
pemilihan atau penunjukan langsung dengan didampingi
oleh SKPK teknis dan pejabat terkait lainnya.

(21 Dokumen perencanaan teloris harus ditandatangani oleh
perencana yang diketahui oleh Kepala SKpK telcris dan
disetujui oleh PA/KPA.

(3) Setiap dokumen perencanaan teknis harus dilengkapi:
rencana anggaran biaya;
analisa harga satuan;
gambar konstruksi;
foto dokumentasi lapangan; dan
spesifikasi teknis dan back
lengkap.

bagai bahan kelengkapan d

up data teknis yang

(4) Se okumen perencanaan
sekaligus sebagai bahan pertimbangan fagi pemerintah
daerah dalam memberikan rekomendasi persetujuan,
maka setiap rencana kegiatan pembangunan fisik
konstruksi hendaklah terinci besaran braya yang
dibutuhkan berdasarkan standar an
berlaku yang tertuang dalam
perencana€rn teknis yang lengkap.

alisa dan harga yang

a.
b.
c.
d.
e.

bentuk dokum

a

b*
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(5) Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga
mengakibatkan kerugian daerah dikenakan sanksi
berupa keharusan menyusun kembali perencanaan
dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan
dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(U Biaya perencanaan untuk setiap kegiatan tahun
berikutnya di programkan pada tahun sebelumnya.

(21 Besarnya biaya jasa perencanaan yang dilaksanakan oleh
konsultan tercantum dalam standar maksimal biaya
perencaraan dan pengawasan pembangunan Kabupaten
Aceh Utara.

(3) Pekeq'aan yang sifatnya rehab/pemeliharaan,
perencanaannya dapat dilakukan oleh SKpK teknis.

(4) Pembayaran untuk perencanaan sebagaimana dimaksud
pada qVat (3) dapat diberikan dalam bentuk honor/
insentif, biaya alat tulis kantor dan biaya transport.

(5) Perencanaan teknis yang dilaksanalan oleh konsultan
yang belum ada pedoman harga satuan, mal<a besamya
biaya penyusunan perencanaan d.itetapkan tersendiri
dengan Keputusan Bupati dan dihitung berdasarkan
satuan Orang bulnnlOB (man month) sesuai ketentuan
standar harga/pembayaran yang ditetapkan Bupati.

(6) Perencanaan teknis konstruksi yang sama/ perencanaan
yang digunakan berulang, maka pembayaran untuk
perencanaan tersebut ditetapkan sebagai berikut :
a. pengulangan pertama maksimal 50o/o dari biaya jasa

perencanaan induk;
b. pengulangan kedua dan seterusnya maksimal 2So/o dai

biaya jasa perencanaan induk.
(71 Rencana Anggaran Biaya yang dipersiapkan konsultan

perencara harus disetujui oleh dinas teknis sehingga
semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat dipenuhi dengan
lengkap dan sempurna.

(8) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya jasa konsultan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung tidakmelebihi berdasarkan standar maksimal biaya
perencanaan dan pengawasan pembangunan Kabupatin
Aceh Utara.

Bagian Keempat
Penyusunan Anggaran

Paragraf I
DpA dan DppA

Pasal 13

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerj
tentang APBK dan eanun perubahan

a setelah Qanun
APBK diteta.pkan,

memberitahukan kepada semua kepala SKPK
menyusun rancangan DpA/ DppA-SKpK.

I bf



(21 Rancangan DPA/DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merinci sasaralr yang hendaft dicapai,
program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
mencapai sasaran, dan rencana penarikaa dana tiap-tiap
SKPK serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPK menyerahkan rancangan DpA/DppA-SKpK
kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) TAPD bersama kepala SKPK melakukan verifi.kasi
rancangan DPA/DPPA-SKPK paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak diteta.pkannya peraturan Bupati tentang
penjabaran APBK.

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), PPKD mengesahkan rancangan DpA/DppA-SKpK
dengan Persetujuan Sekretaris Daerah.

(6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak sesuai dengan peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBK, SKPK melakukan penyempurnaan
rancangan DPA SKPK untuk disahkan oleh ppKD dengan
persetujuan Sekretaris Daerah.

(71 DPA SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan SKpK yang
bersangkutan kepada satuan keq'a yang secara
fungsional melakukan pengawasan daerah paling Lambat
7 (tujuh) hari setelah tanggal di sahkan.

(8) DPA SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) digunakan sebaqaimana dasar pelaksanaan
,rnggaran oleh kepala SKPK selalu pA.

(9) DPA SKPK dan DPA/DPPA-PPKD yang telah disahkan,
tembusannya disampaikan kepada :

a. Kepala SKPK;
b. Inspektur Kabupaten Aceh Utara;
c. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara;
d. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Utara; dan
e. Kepala Bagian Administrasi pembangunan Setdakab

Aceh Utara.

Paragraf 2
Pergeseran Anggaran

Pasal 14

(l) Setiap SI(PK dapat melakukan pergeseran Anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja serta penggeseran antar objek beianja
diformulasikan dalam DppA-SKpK.

(21 Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam
objek belanja yang sama dapat dilakukaa atas
persetlluan PPKD.

(3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang

1aL.J

persetujuan SekretarisSAINA
Daerah

dapat dilakukan atas

R
b
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(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran ApBK sebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan datam
rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

(5) Pergeseran anggar€rn antar unit organisasi, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan
dengan cara merubah Qanun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa
penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran
sebagaimana yang dimaksud pada ayat [t;, harus
dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupa.ti
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

14

Pasal 15

BAB IV
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 16

Pelalu Pelaksanaan APBK dan pengadaan Barang/Jasa terdiri
dari:
A. PA;
b, KPA;
c. PPK;
d. PPTK;
e. Pejabat pengadaan;
f. Po\ia pemilihan;
g. Agen pengadaal
h. Penyelenggara Swakelola;
i. Penyedia.

Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada
Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(l) PA sebagaimana

Bagran Kesatu
PA

Pasal 17

dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
mempunyai tugas dan kewenalgan sebagai berikut:a. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam

batas anggaran belanja yang tahh dit tapk"rr;c. menetapkan perencanazrn pengadaan;
d. menetapkan dan mengumumtan nUe;
e. melaksanakan Konsolidasi pengadaan Barang/Jasa;f T:n-e?efan Penunjukan t angsung untuk- Tender/

Seleksi ulang gagal;

w
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g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam
h. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan

konstruksi
i. menetapkan PPK;
j. menetapkan pejabat pengadaan;
k, menetapkan penyelenggara swakelola;
l. menetapkan tim teknis;
m. menetapkan tim juri/ tim ahli untuk pelaksanaan

melalui sayembara/ Kontes;
n. menyatakan tender gagal/ seleksi gagal; dan
o. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia.

(2) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf o untuk metode pemilihan:
a. Tender/ Penunjukan Langsung/ F-hrchasing untuk

paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di
atas Rp.I0O.0O0.00O.OOO,00 (seratus miliar rupiah);
atau

b. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.0OO.OO0.0O0,00
(sepuluh miliar rupiah).

(3) Dalam Pelaksanaan APBK, PA dapat melimpahkan
sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagairnana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati atas usul PA.

Pasal 18

(1) Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai
PPK maka KPA dapat memngkap sebagai PPK.

(21 Apabila personil KPA dan PPK sebaeaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak ada maka PA merangkap sebagai PPK.

(3) Jika SKPK yang tidak ada personil yang memenuhi syarat
untuk ditunjuk menjadi PPK, maka PA dapat menunjuk
PPK/personil dari SKPK lain di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara.

Bagran Kedua
KPA

Pasal 19

(U KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
melaksanakan tugasnya sesuai dengan pelimpahan
kewenangan dari PA.

(21 Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta
tender pekerjaan konstruksi.

(3) KPA dapat melimpahkan sebagian kewenangalnya
kepada PPK yang terkait dengan:

R
A{f
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a. melakukan tindakan yang mengakibatl<an pengeluaran
anggaran belanja; dan/ atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
PA.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan KpA dapat
dibantu oleh Pengelola pengadaan Barang/Jasa.

(21 Pengelola Pengadaan Barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa.

(3) Dalam hal Pengelolaan
dimaksud pada ayat (2)
pelaku pengadaan.

barang/jasa sebagaimana
tidak ada, KPA dibantu oleh

Bagian Ketiga
PPK

Pasal 2 I
(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam pasa_l 16 huruf c

mempunyai tugas sebagai berikut:
a
b
c

menyusun perencanaan pengadaan:
melaksanakan konsolidasi pengadaan barangjasa;
menetapkan spesifrkasi teknis/ Kerangka Acuan Keqia
(KAK);
menetaFkan rancangan kontrak;
menetapkan HPS;
menetapkan besaran uang muka yang akan
dibayarkan kepada penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan I

melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling
sedikit diatas Rp.200.OOO.OO0,OO (dua ratus juti
rupiah);
mengendalikan kontrak;
menyimpan dan menjaga keutuhaa seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;
melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
kepada PAIKPA;

SenVgrahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

. menilai kine4'a penyedia
menetapkan tim atau tenaga pendukung;
menetapkan tim atau lsnaga ahli;
menetapkan Surat penunjukan penyedia
Barang/Jasa;
melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
kepada PAlKPA;

d
e
f.

g
h

l.
j

k

I

m
n.
o.
p.

q.

A
.R.

,!
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(21 Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari PA// KPA, meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan pe4'anjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan.

(3) Untuk dapat ditetapkan sebagai ppK harus memenuhi
persyaratan :

a. memiliki integritas dan disiplin;
b. menandatangani Pakta Integritas;
c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan

bidang tugas PPK dan/atau memiliki sertifikat keahlian
pengadaan barang/jasa tingkat dasar (level l);

d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)
atau setara; dan

e. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal tidak ada personil untuk ditetapk l sslagai
PPK pada pengadaan barang/jasa, pA/KpA dapat
menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas ppK
s€bagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai
dengan huruf m

(s)

(6)

(7\

(8)

(e)

fPTK yang melaksanal<an tugas ppK sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) wajib memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PPK dafam melaksanakan tugasnya sslagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola
Pengadaan Barang/j asa.

Tim atau tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat I huruf m dibentuk dalam rangka membantu untuk
urusan yang bersifat administratif / keuangan kepada
PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu pejabat
pengadaan melakukan pemesanan dalam pengadaan
langsung sampai dengan Rp. 50.OOO.OO0 (lima putuh luta
rupiah);

Tim atau Tenaga Tekr.ris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf n dari unsur kementerian/ lembiga/
pemerintah daerah untuk membantu, memberikan
masukal, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap
sslagran atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.
Tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf o dibentuk dalam rangka memberikan
masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan
terhadap sebegian atau seluruh pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

f-
D

/



18

Bagian Keempat
PPTK

Pasal 22

(1) PA/KPA dalam melaksanal<an kegiatan / sub kegiatan
dapat menetapkan PPTK.

(21 Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berdasarkan pertim bangan kompetensi jabatan, anggaran
kegiatan, beban kerja, Iokasi, dan/atau rentang kendali
dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mempunyai
tugas:
a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan

pelalsanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKpK/Unit
SKPK;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan/ sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan SKpK/unit SKPK sesuai
ketentuan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/jasa.

(4) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) ppIK pada
SKPK/Unit SKPK.

(5) Dalam hal PPTK berhalangan sementara, pAl KpA
mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh ppTK.

(6) Untuk membantu PPTK, PPTK dapat menunjuk Staf
PPTK.

(71 Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki
iabatan Struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat
fungsional selaku PPTK yang kriterianya sebagai teritut:
a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

dan

b. memiliki jenjang jabatan fungsional setara jabatan
struktural satu tingkat di bawah pA/KpA;

(8) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (g) pA/ KpA dapat
menetapkan fungsional umum selaku ppTK dengan
kriteria:

a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
a. liytamakan pegawai ASN yang pernah mengikuti

Diklat/Bimtek pengelolaan keuangan Daerah/
pengadaan Barang/ Jasa;

tp



(1)
(2)

19

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 23

PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Pengadaan.
Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau
Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat
Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan atau
sekurang-kurangrrya memiliki sertifikat keahlian
tingkat dasar.

2. memiliki integritas dan disiplin; dan
3. menandatangani Pakta Integritas.

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mempunyai tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan

l,angsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa l,ainnya yang bemilai
paling banyak Rp.200.000.0O0,O0 (dua ratus juta
rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp. 100.O00.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-htrcha.sirq yang bernilai paling
banyak Rp.200.O0O.0O0,OO (dua ratus juta rupiah).

Pejabat Pengadaan tidal< boleh merangkap sebagai :

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) atau Bendahara; atau

b. Perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pemeriksa
hasil peke{aan pada pa}et yang sama; dan

c. Pengelolaan LPSE.

Bagian Keenam
Po\ia Pemilihan

Pasal 24

Pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan.
Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau
ASN yang memiliki Serrifikat Kompetensi okupasi
Po$a Pemilihan atau sekurang-kurangnya memiliki
sertifikat keahlian tingkat dasar.

b. memiliki integritas dan disiplin;
c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. dapat beke{a sama dalam tim.

(3)

(4)

(1

{2

ri{o
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Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyedia;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

penyedia untuk katalog elektronik; dan
b. menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk

metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan l^angsung untuk paket

Pengadaan Barang/Pekedaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak
Rp. I 0O.O00.000.000,00 (s€ratus miliar rupiah) ; dan

2. Seleksi/Penunjukan Langgsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu
Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.O00,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya beranggotakan 3 (tiga) orang.
Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas
pemilihan Penyedia, anggota Pokja pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah
sesuai kebutuhan dan beg'umlah gasal.

Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai :

a. pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) atau Bendahara; atau

b. perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pemeriksa
hasil pekerjaan pada palet yang sama; dan

c. pengelolaan LPSE.

Bagian Ketujuh
Agen Pengadaan

Pasal 25

PA/ KPA dapat melakukan pemilihan Agen pengadaan.
Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
digunakan dalam hal :

a. SKPK yang tidak didesain untuk pengadaan
barang/jasa;

b. aspek struktur dan anggaran yang kecil;
c. SKPK yang baru dibentuk atau hasil perampingan

dan/atau pemekaran organisasi;
d. beban kerja sumber daya manusia UKpBJ telah

melebihi analisis beban kerja;
e. kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan

tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
f. apabila diserahkan kepada Agen pengadaan akan

memberi nilai tambah daripada dilakukan oleh UKpBJ
sendiri;

g. meminimalisir resiko
penyelesaial pekerjaan.

hambatan/kegagalan

(6)

(71

(l)
(21
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Pasal 26

(l) PA/KPA dapat menggunakan Agen pengadaan apabila
tidak tersedia sumber daya manusia untuk
melaksanakan sebagian atau seluruh pelaksanaan
pekerjaan pengadaan barang/jasa.

(21 Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat terdiri dari :

a. UKPBJ;
b. pelaku usaha berbentuk badan usaha; dan
c. pelaku usaha perorangan.

Pasal 27

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
ayat (2) hurufa harus memenuhi persyaratan :

a. kematangan UKPBJ minimal level 3; dan
b. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi

pengadaan barang/jasa.

l2l Tingkat kematangan UKPzu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a menunjukkan kemampuan dalam
melaksanakan fungsi secara keseluruhaa dan termuat
dalam sistem informasi kelembagaan pengadaan
barang/jasa yang diselenggaralan oleh LKpp.

Pasal 28

Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat
(2) huruf b. harus memenuhi persyaratan :

a. memiliki nomor pokok wajib pqjak dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun teralhir;

b. menandatangani pakta integritas;

c. memenuhi syarat melal<sanakan usaha dibidang jasa
konsultansi;

d. tidal< sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan

kepentingan;

f. tidak dalam pengawasan pengaditan dan/atau sedang
menjalani sanksi pidana;

g. memiliki pengalaman di bidang barang/jasa kecuali untuk
badan usaha y€rng baru berdiri paling lama 3 (tiga) tahun;

h. mempunyai sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
tugas pokja pemilihan; dan

i. mempunyai sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi telaris sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
peke{aan.

Pasal 29

Agen Pengadaan sebagaimana dima_ksud dalam pasal 26 ayat
(2) huruf c. harus memenuhi persyaratan :

a. memiliki identitas kewarganegaraan indonesia
kartu tanda penduduk (KTp);

berupa
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b. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir;

c. menandatangani pakta integritas;
d. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan

kepentingan;

f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang
menjalani sanksi pidana;

g. memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan tugas pokja pemilihan; dan

h. memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan pekeg'aan.

Pasal 30

(1) Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dan huruf h dengan
menunjukkan serLilikasi kompetensi.

(2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh LKPp dan/atau lembaga lain yang
terakreditasi international.
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Pasal 31

Tata cara pemilihan agen pengadaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

berpedoman pada

Bagian Kedelapan
Penyelenggara Swakelola

Pasal 33

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimat<sud dalam
Pasal 16 hurufh terdiri atas:
a. Tim Persiapan;
b. Tim Pelaksana; dan
c. Tim Pengawas.

(21 Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mempunyai tugas menyusun sasaran, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Pasal 32

Pelaksanaan tugas PPK dan/atau pokja pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2l ayat (1) dan pasaj 24
ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tugas
Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 {vat
(2) huruf a.

b
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(4) Tim Pengawas sebagaimana dimal<sud pada ayat (l)
huruf c mempunyai tugas mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fi sik maupun administrasi Swakelola.

(5) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

Pasal 34

(U Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai
berikut :

a. Swakelola Tipe I ditetapkan oleh pA/KpA;

b. Tim persiapan dan tim pengawas swakelola tipe II
ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim pelaksana
ditetapkan oleh Kepala SKPK lain pelaksala Swakelola;

c. Tim Persiapan dan Tim pengawas Swakelola Tipe III
ditetapkan oleh PA/ KpA serta Tim pelaksana
ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola;
dan

d. Swakelola Tipe IV ditetapkan oleh
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

(21 Persyaratan Penyelenggara Swakelola meliputi :

a. Penyelenggara Swakelola Tipe I memiliki
daya yang cukup dan kemampuan teknis
melaksanakan Swakelola;

prmprnan

sumber
untuk

b. Penyelenggara Swakelola Tipe II memiliki sumber dayayang cukup dan kemampuan teknis untuk
menyediakan barang/ jasa yang diswakelolakan;

c. Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe III yaitu :

1. Ormas yang berbadan hukum yayasan atau
Ormas berbadan hukum perkumpulan yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari
Kementerian yang membidangi urusal pemerintah
hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp) dan
telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir dipenuhi dengan penyerahan Spf
Tahunan;

3. memiliki struktur organisasi/pengurus;
4. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran

Rumah Tangga (ART);

5. mempunyai bidang kegiatan yang
berhubungan dengan Barang/ Jasa yang diadakanl
sesuai dengan AD/ART dan / atau pengesahan
Ormas;

6. Mempunyai kemampuan manajeria-l dan
pengalaman teknis menyediakan atau
mengerjakan barang/jasa sejenis yang
diswakelolakan dalam kurun waktu selama 5
(tiga) tahun terakhir baik di dalam negeri dan/

'|-t,.h
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atau luar negeri sebagai pelaksana secara sendiri
dan/atau bekerjasama;

7. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit
selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan
perundang- undangan;

8. mempunyai atau menguasai kantor dengan
alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik
sendiri atau sewa; dan

9. dalam hal Ormas al<an melakukan kemitraan,
harus mempunyai pedanjian keg'a sarna
kemitraan ya.ng memuat tanggung jawab masing_
masing yang mewakili kemitraan tersebut.

d. Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV yaitu:
1. Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh

Pejabat yang berwenang;

2. memiliki struktur organisasi/ pengurus;

3. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tanega (ART);

4. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar
dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;
dan/atau

5. memiliki kemampuan teknis untuk
menyediakan atau mengeg'akan barang/jasa
sej enis yang diswakelolakan.

(3) Penyelenggara Swakelola Tipe II sebagairy1a14 dimaksud
pada ayat (2) hurufb, dapat dilaksanakan oleh:
a. Perangkat Daerah/Kementrian/Lembaga/Instansi

yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai
dengan peke{aan Swa}elola yang akan
dilaksanakan;

b. Badan l,ayanan Umum (BLU); atau
c. Perguruan Tinggi Negeri.
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Bagran Kesembilan
Penyedia

Pasal 35

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf i
wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa
yang diadakan serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Penyedia sebagaimana dimaksud
bertanggung jawab atas :

pada ayat (1)

pelaksanaan Kontrak;
kualitas barang/jasa;
ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
ketepata.n waktu penyerahan; dan
ketepatan tempat penyerahan.

a
b
c
d
e

b'{ b
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BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 36

(1) Pengadaan barang/jasa terdiri dari :

a. barang;
b. pekerjaan konstruksi
c. jasa konsultansi; dan
d. jasa lainnya.

(21 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan
melalui:
a. swakelola; dan
b. penyedia.

Bagian Kesatu
Swakelola

Pasal 37

( 1) Swakelola meliputi:
a. perencanaanswakelola;
b. persiapan swalelola;
c. pelaksanaan swakelola;
d. pengawasan swakelola; dan
e. serah terima hasil peke4'aan.

(2) Tipe Swakelola sebagaimana dimalsud dalam pasal 36
ayal (21 huruf a terdiri atas:
a. tipe I yaitu Swakelola yarrg direncanakan,

dilaksanakan, dan diawasi oleh SKpK penanggung
jawab anggaran;

b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan
diawasi oleh SKPK penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Kementrian/
Lembaga/Instansi pelaksana Swakelola;

c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan
diawasi oleh SKPK penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan

d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan
oleh SKPK penanggung jawab anggaran dan/atau
berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok
Masyarakat pelaksana Swakelola.

Paragraf 1

Perencanaan Swakelola

Pasal 38

(1) Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi :
a. penetapan tipe swakelola;
b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
c. penyusunan perkiraan dan biaya/rencana anggaran

biaya (RAB).

{
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(21 Penetapan tipe swakelola disesuaikan dengan pelaksana
swakelola.

(3) PA/KPA membuat nota kesepahaman dengan pelaksana
swakelola dengan ketentuan :

a. pada swakelola tipe II, PA/KPA sebagai penanggung
jawab anggaran menandatangani nota kesepahamal
dengan kepala Perangkat Daerah/Kementrian/
Lembaga/ Instansi;

b. pada swakelola tipe III, PA/KPA sebagai penanggung
jawab anggaran dapat menandatangani nota
kesepahaman dengan pimpinan ormas; dan

c. pada swakelola tipe IV, pA/KpA sebagi penanggung
jawab anggaran dapat menandatangani nota
kesepahaman dengan pimpinan kelompok masyarakat.

(4) Nota kesepaharnan seb2gaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak diperlukan untuk swakelola tipe I.

(5) Penandatanganan nota kesepahaman
dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar
kontrak swakelola.

sebageirnana
penyusunan

(1) PPK menyusun
penandatanganan
swakelola tipe I.

Pasal 39

spesifikasi teknis/I(AK setelah
nota kesepahaman kecuali pada

(21 PPK meminta pelaksana swakelola untuk mengajukan
RAB.

(3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan
barang/jasa melalui swakelola melalui penyusunan RKA
SKPK.

"".",Ifr1%$"L",","
Pasal 4O

(l) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola,
rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

(21 Sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh pA/KpA.

(3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Fasal
38.

(4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ppK
dengan me mperhitu ngkan tenaga ahli/peiafatan/bahan
tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.

(5) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh
Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkaa oleh
PPK-

A
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(6) Tenaga ahli sebegaimana dimaksud pada ayat (4) hanya
dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan
jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50/o (lima puluh
persen) dari jumlah anggota Tim pelaksana.

(71 Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/ output.

(8) PPK dan Tim Persiapan Swakelola Tipe II dan Tipe III
men)rusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim
Pelaksana Swakelola dari SKPK lain atau Ormas.

(9) PPK pada Swakelola Tipe IV menyusun rancangan
Kontrak Swakelola dengan Tim persiapan Kelompok
Masyarakat Pelal<sana Swakelola.

(10) Rancangan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dan ayat (9) paling sedikit berisi :

a. para pihak;
b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
c. nilai pekerjaan;
d. jangka waktu pelaksanaan; dan
e. hak dan kewajiban para pihak.

Paragraf 3
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 41

(1) Pada Swakelola Tipe I PA/KPA dapat menggunakan
pegawai SKPK lain dan/atau tenaga ahli.

{21 Penggunaan tenAga ahli tida} boleh melebihi 500/o (Iima
puluh persen) dari jurnlah Tim pelaksana.

(3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 42

(1) Pada Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak
Swakelola dengan Ketua Tim pelaksana Swakelola
setelah Kesepakatan Keg'a Sama.

l2l Nilai pekeq'aan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pasal 43

(1) Pada Swakelola Tipe III PPK menandatangani Kontrak
Swakelola dengan Pimpinan Ormas sesuai dengan Nota
Kesepahaman.

(2) Pimpinan Ormas dapat memberikan mandat kepada
pengurus Ormas untuk menandatangani Kontrak
Swakelola dan bertindak selaku penerima kuasa.

( btl



28

(3) Nilai pekerjaan yang terca_ntum dalam Kontrak Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pasal 44

(U Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak
Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai
dengan Nota. Kesepahaman.

12) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pasal 45

Pembayaran Swakelola dilakukan
ketentuan peraturan perundang-undangal.

sesuar dengan

Pasal 46

(l) Dalam hal Tim Pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan
sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun ppK
menilai bahwa Tim Pelaksana mampu menyelesaikan
pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim pelaksana
untuk menyele saikan pekerjaan.

12\ Pemberian kesempatan kepada Tim pelaksana untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang
didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.

(3) Pemberian kesempatan kepada Tim pelaksana, untuk
menyelesaikan pekerjaan sebaga.imana dimaksud pada
ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Paragraf 4
Pengawasal Swakelola

Pasal 47

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan
Swakelola dan penggunaan keuangan kepada ppK secara
berkala.

(21 Tim Pengawas melakukan pengawasan peiaksanaan
Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan,
pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.

(3) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 meliputi pengawasan
administrasi, teknis, dan keuangan.

(41 Berdasarkan hasil pengawasan, Tim pengawas
melakukan evaluasi swakelola dan memberikan
rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan
korektif apabila diperlukan.

o
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Paragraf 5
Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola

Pasal 48

(1) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh
Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan
Kontrak Swakelola.

(21 Penyerahal hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim
Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekedaan.

Pasa-l 49

(1) PPK menyerahkan hasil pekeq'aan Swakelola

(2) Pengadaan Barang/jasa secara
memanfaatkan E-marketplace.

elektronik dengan

(31 E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan
infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi
bagi Kementerian/ kmbaga/ Pemerintah Daerah dan
Penyedia berupa :

a. katalog elektronik;
b. toko daring; dan
c. pemilihan penyedia.

(4) Ruang linglrup SPSE terdiri atas:
a. perencanaai pengadaan;
b. persiapan pengadaan;
c. pemilihan penyedia;
d. pelaksanaan kontrak;

sebasaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada pA/KpA.

(21 Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua
Penyedia

Pasal 5O

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b
dapat dilakukan melatui LpSE.

(21 Fungsi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan

Barang/Jasa dan infrastruktumya;dan
b. pelaksanaan registrasi dan verilikasi pengguna seluruh

sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh

pemangku kepentingan.

rtrr

Pasal 51

(1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilal<ukan
secara elektronik menggunakan sistem informasi yang
terdiri atas SPSE dan sistem pendukung.



Pasal 52

(1) Sistem pendukung SPSE sebagaimana dimaksud dalam
Pasa-l 51 ayat (2) meliputi:
a. portal Pengadaan Nasional;
b. pengelolaan Sumber Daya manusia pengadaan

Barang/Jasa
c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan

hukum;
d. pengelolaan peran serta masyarakat;
e. pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
f. monitoring dan Evaluasi.

(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal
5l ayat (3) huruf a dapat berupa katalog elektronik
nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog
elektronik lokal.

(3) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam
negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk
industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan
informasi lainnya terkait barang/jasa.

(4) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog
elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembagaf
Pemerintah Daerah atau LKPP.

(5) Pemilihan produk katalog eleklronik dilakukan dengan
metode:
a. tender; dan
b. negosiasi
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e. serah terima pekerjaan;
f. pengelolaan penyedia; dan
g. katalog elektronik.

Bagian Ketiga
Metode Pemilihan

Pasa] 53

(1) Metode pemilihan Penyedia
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. E-purchasing;
b. pengadaan langsung;
c. penunjukan langsung;
d. tender cepat; dan
e. tender.

Barang/Pekerjaan

(2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. pengadaan lalgsung;
b. penunjukan langsung; dan
c. seleksi.

Pasal 54

(l) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dengan metode
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dilakukal
melalui aplikasi SPSE.

.R.
A
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(2) Untuk metode pemilihan Penyedia Barang/ pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi
ssSagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b
dan huruf c serta ayat (21 huruf a dan huruf b dapat
hanya dilakukan pencatatan melalui aplikasi SpSE.

3l

Paragraf 3
Penunjukan langsung

Pasal 57

(1) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud
Pasal 53 ayat (1) huruf c dilaksanakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya
keadaan tertentu.

Paragraf 1

E-htrchasing

Pasal 55

p-eurgln-s;ing sg[agaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk Barang/ pekedaan Kons[ruksi/
Jasa l,ainnya yang sudah tercantum dalam katatog elektronik.

Paragraf 2
Pengadaan Langsung

Pasal 56

(l) Pengadaan Langsung s6fagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa l,ainnya yang bernilai paling
banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(21 Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (21 huruf a dilaksanakan untuk Jasa
Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

dalam
untuk
untuk

(21 Penunjukan tangsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (21 huruf b dilaksanakan untuk Jasa
Konsultansi untuk keadaan tertentu.

(3) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak

untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang
dihadiri oleh Presiden/ Wakil presiden;

b. barang/jasa yalg bersifat rahasia untuk kepentingan
Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi,
pengarnanan Presiden dan Wakil presiden, Mantan
Presiden dan Mantan Wakil presiden beserta
keluarganya serta tamu negara setingkat kepala
negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain
bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang
secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/
diperhitungkan sebelumnya;

d.barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku Usaha
yang mampu;

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi
benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang
meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam
rangka menjarnin ketersediaan benih dan pupuk
secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan
peningkatan ketahanan pangan;

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
lingkungan perumahan bagr masyaralat
berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh
pengembang yang bersangkutan ;

g. barang/pekeg'aan konstruksi/jasa lainnya yang
spesifik dan hanya dapat dilalsanakan oleh pemegang
hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tendei
untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau

h.barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

(4) Kriteria Jasa Konsultansi untuk keadaan tertentu
s6lagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a.jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh I

(satu) pelaku usaha yang mampu;

b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1
(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau
pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan
hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak
direncanakan sebelumnya untuk menghadapi gugatan
dan/atau tuntutan hukum dari pihal< tertentu yang
sifat pelaksanaan peke{aan dan/atau pembelaannya
harus segera dan tidak dapat ditunda; atau

d. permintaan berulang (repeat ordefi penyedia jasa
konsultansi yang sama.

(5) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk
penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d diberikan batasan paling banyak 2 (dua)
kali.

Paragraf 4
Tender Cepat

Pasa-l 58

Tender Cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d
dilaksanakan dalam ha]:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat

ditentukan secara rinci; dan
b. pelaku usaha teia-t. terkualifikasi dalam Sistem Informasi

Kinef a Penyedia.

Cf o ,/



Paragraf 5
Tender

Pasal 59

(1) Tender sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat
menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

l2l Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)
huruf c dilaksanakan dalam hal tidak dapat
menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b.

BAB VI
KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

Begran Kesatu
Bentuk Kontrak

Pasal 60

(U PPK menetapkan bentuk Kontrak dengan
memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa,
metode pemilihan Penyedia dan/ atau resiko peketjaal
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Bentuk Kontrak dengan disertai dokumen pendukung.

Pasal 61

Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud datam Pasal 60 ayat
(1) terdiri atas:

a. bulcli pembelian/pembayaran;
b. kwitansi;
c. surat perintah keg'a;
d. surat pe{'anjian; dan
e. surat pesanan / suruhan kerja.

Pasal 62

(1) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 huruf a digunakan untuk pengadaan
Barang/Jasa l,ainnya dengan nilai paling banyak
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Kwitansi dan surat pesanan / suruhan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 hurufb dan hurufe digunakan
untuk Pengad aart Barang/jasa lainnya dengan nilai paling
banyak Rp.50.000.OO0,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Surat Perintah Keq'a sebagaimana dimaksud dalam pasal
61 huruf c, digunakan untuk Pengadaan jasa Konsultansi
dengan nilai paling banyak Rp.100.0O0.000,O0 (seratus
juta rupiah), Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai
paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.0O0.00O,00
(dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan pekeq'aan
Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.00O.000,00
(dua ratus juta rupiah).
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Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

(4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud datam pasal 6l
huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ pekerjaan
Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Pengadaan Jasa Konsuitansi dengan nilai paling sedikit
Rp. 100.O0O.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Surat pesanan / suruhan ke{a sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 huruf e juga digunakan untuk pengadaan
Barang/jasa melalui E-purcha.sing dalam bentuk surat
pesanan secara elektronik.

Pasal 63

Bukti pendukung untuk masing-masing bentuk kontrak
se[agaimana dimaksud dalam Pasa] 61 dilakukan sesuai
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang keuangan negara atau p€raturan
menteri yang menyelenggarakan unlsan pemerintahan dalam
negeri.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

Pasal 64

(U Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai
pedornan bagi Pejabat Pengadaan dan pokja pemilihan
dalam proses pemilihan dan pedoman bagr penyedia
dalam menyusun penawaran.

{21 PPK menetapkan rancangan kontrak dengan
memperhatikan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Keg'a
(KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HpS) yang telah
ditetapkan sebelumnya.

(3) Spesilikasi Teknis/ I(AK, HPS, dan r€rncangan kontrak
yalrg telah ditetapkan menjadi dokumen persiapan
pengadaan melalui Penyedia kemudian disampaikan
kepada UKPBJ atau Pejabat Pengadaan sesuai dengan
kewenangannya.

(4) PPK menyusun rancangan kontrak antara lain memuat:
a. jenis kontrak;
b. bentuk kontrak;
c. naskah perjanjian;
d. uang muka;
e. jaminan pengadaan;
f. sertifikat garansi;
g. sertifikat/dokumen dalam rangka pengadaan Barang

Impor;
h. penyesuaian harga.;
i. syarat-syarat umum kontrak (SSUK);dan
j. syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).

(5) PPK memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
dengan mempertimbangkan jenis barang/jasa, spesifikasi

b{"&f
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Bagian Ketiga
Jenis Kontrak

Pasal 65

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri
atas:
a. lumsum;
b. harga satuan:
c. gabungan lumsum dan harga satuan;
d. kontrak palung; dan
e. biaya plus imbalan.

(21 Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri
atas:
a. lumsum;
b. harga satuan;
c. gabungan lumsum dan harga satuan;
d. putar kunci; dan
e. biaya plus imbalan.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi
nonkonstruksi terdiri atas:
a. lumsum;
b. waktu penugasan; dan
c. kontrak payung.

{4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
terdiri atas:
a. lumsum; dan
b. waktu penugasan.

(5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4)
huruf a merupal<an Kontrak dengan ruang lingkup
pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam
batas walrtu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada

produk/keluaran yang dihasilkan sesuai
Kontrak.

tahapan
dengan

(6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dal ayat (2) huruf b merupakan Kontrak
Pengadaan Barang/ Peke{aan Konstruksi/Jasa t ainnya
dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan
atau unsur peke{aan dengan spesilikasi teknis tertentu
atas penyelesaian seluruh Pekerjaan dalam batas waktu
yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. volume atau kuantitas pekefaannya masih bersifat

perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama

atas realisasi volume pekerjaan; dan
c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh

peke{aan diselesaikan.

'&^f
/



36

17) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2)
huruf c merupakan Kontrak pengadaan Barangf
Peke{aal Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumsum
dan Harga Satuan dalam I (satu) pekerjaan yang
diperjanjikan.

(8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak ha-rga
satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa
yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu
pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat
12) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai
pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju
untuk membangun proyek tersebut secara lengkap
sampai selesai termasuk pernasangan semua
perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap
dioperasikan atau dihuni.

(10) Kontrak Biaya Plus lmbalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dan ayat {2} huruf e merupakan jenis
Kontrak yang digunakan untuk pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya datam
rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai
Kontrak merupakan perhitungan cari biaya aktual
ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya
aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

(11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b
merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan
yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan
rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan peke{aan belum bisa dipastikan.

(12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak pengadaan
Barang/Jasa yang membebani lebih dari I (satu) tahun
anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,dapat berupa:
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua

belas) bulan;
b. peke4'aan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu)

tahun anggaran; atau
c. pekeq'aan yang memberikan manfaat lebih apabila

dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari I (satu)
Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun
anggaran.

t A
/



37

Bagian Keempat
Uang Muka dan Jaminan pengadaan

Paragraf I
Uang muka

Pasal 66

(l) PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia
pada seluruh jenis pengadaan barang/jasa untuk
persiapan pelaksanaan pekeq'aan, antara lain:
a.mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan

tenaga kerja;

b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
barang/bahan/material/peralatan; dan/atau

c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan.

(21 PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang
akan diberikan kepada penyedia dan dicantumkan padi
riancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen
Pemilihan.

(3) Besaran uang muka sefagairnan6 dimalsud pada ayat (l)
diberikan dengan ketentuan :

a. paling rendah 50olo (lima puluh persen) dari nilai
kontrak dari usaha mikrp, usaha kecil serta koperasi
dengan nilai kontrak paling sedikit diatas Rp.
5O.00O.OOO,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah).

b. paling rendah 30"/o (tiga puluh persen) dari nilai
kontrak untuk usaha kecil dengan nilai kontrak paling
sedikit di atas Rp. 2O0.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak
untuk usaha kecil dengan nilai kontrak paling sedikit
diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
15.000.000.000,- (lima betas milyar rupiah);

d. paling ttnggi 2OVo (dua puluh persen) dari nilai kontrak
untuk usaha nonkecil dengan nilai kontrak lebih dari
Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

e. paling ting 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai kontrak
untuk penyedia jasa konsultansi;

f. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak
tahun jamak;

(4) Setiap pemberian uang muka harus disertai dengal
penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang
diberikan.

(5) Pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

fQ,,/
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lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi l00p/o
(seratus persen).

Paragraf 2
Jaminan Pengadaan

Pasal 67

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
a. jaminan penawaran;
b. jaminan sanggah banding;
c. jaminan pelaksanaan;
d. jaminan uang muka; dan
e. jarninan pemeliharaan.

Pasal 68

(1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
67 huruf a diberlakukan untuk pengadaan pekerjaan
kontruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan
secara terintegrasi atau untuk nilai HPS paling sedikit
diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

{21 Besaran Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk paket terintegrasi antara 1% (satu
persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HpS dan untuk
paket diatas Rp. 1O.O00.0OO.000,- (sepuluh milyar rupiah)
antara 17" (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai
pagu anggaran.

Pasal 69

Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf b hanya untuk pengadaan pekerjaan
kontruksi sebesar 17o (satu persen) dari nilai HPS dan untuk
pekeq'aal kontruksi terintegrasi sebesar 17o (satu persen)
dari nilai pagu anggaran 

Pasal 70

(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan
Barang/ Pekeqiaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai
paling sedikit Rp. 2OO.00O.OO0,- (dua ratus juta rupiah).

(2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) tidak diperlukan, dalam hal :

a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai
oleh pengguna ; atau

b. pengadaan barang/jasa melalui e-purclnsing.

(3) Ketentuan nilai jaminan pelaksanaan apabila terjadi hal
sebagai berikut :

a. untuk nilai penawaran anta-ra B0o/o (delapan puluh
persen) sampai dengan 100o/o (seratus persen) dari nilai
HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan
sebesar 5%o (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 800/o (deiapan puluh
persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya
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Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HpS
atau Pagu Anggaran.

(4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan
terin tegrasi sebagai berikut :

a. untuk nilai penawaran antara 8fflo (delapan puluh
persen) sampai dengan 100o/o (seratus persen) dari nilai
Pagu Anggaral, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima
persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80/o (delapan puluh
persen) dari nilai Pagu Anggaran, besamya Jaminan
Pelal<sanaan 5% (lima persen) dari nilai pagu Anggaran.

(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah
terima pekerjaan pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau
serah terima pertama Pekerjaal Konstruksi.

Pasal 71

Besaran Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf d diserahkan penyedia kepada ppK senilai uang
muka seb"gaimana dimaksud dalam pasal 70.

Pasal 72

Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67
huruf e diberlakukan untuk pekeqjaan kontruksi atau jasa
lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam ha_l
penyedia menerima uang retensi pada serah terima peke{aan
pertama (proui.sional hand. ouer), dan dikembalikan 14 (empat
belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

Pasal 73

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaip6112 dimaksud
dalam Pasal 67 berfungsi untuk pengendalian dan
mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau
terhambatnya proses pelaksanaan pengadaan Barang/
Jasa, baik pada tahap pemilihan penyedia dan
pelaksanakan Kontrak hingga pemeliharaan selesai.

(21 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan akan dibayar oleh
pihak penjamin apabila peserta Tender atau penyedia
tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pemilihan atau dokumen Kontrak.

(3) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bank garansi
lsuretg bond) yang diterbitkan oleh bank umum/
Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 74

Jaminan Pengadaan Barang/ Jasa bersifat:
a. tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:

1. dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan
terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh penerima
Jaminan (Obligee), namun cukup dengan surat
pemyataan dari Pejabat Penandatangan Kontrak
bahwa telah terjadi pemutusan kontrak dari
Pejabat Penandatangan Kontrak dan/ atau penyedia
wanprestasi;

2. dalam hal terdapat sengketa antara penyedia dengan
Penjamin atau dengan Pejabat penandatangan
Kontrak, persengketaan tersebut tidak menunda
pembayaran klaim;

3. dalam ha1 penjamin mengasuransikan kembali jaminan
yang dikeluarkan kepada bank/perusahaan asuransi,
ata.u perusahaan penjaminan lain (re-btsurance/ contra
guaranteel, pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak
menunggu proses pencairan dari Bank, perusahaan
Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain tersebut;

4. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran
klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan
sedang dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak
te{amin (Prinirpal) dapat memenuhi kewajibannya
dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi
oleh teqjamin lPrincipa!;

5. dalam hal terdapat keberatan dari penyedia, keberatan
tersebut tidak menunda
pembayaran klaim; dan

proses pencairan dan

6. dalam surat jaminan tidak terdapat klausul yang berisi
bahwa penjamin tidak menjamin kerugian yang
disebabkan oleh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
yang dilakukan oleh terjamin (prircipall maupun oleh
Penerima Jaminan (Obligeel.

b. mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:
1 . jaminan dapat segera dicairkan setelah penjamin

menerima surat permintaan pencairan / klaim dan
pernyataan wanprestasi pemutusan kontrak dari pejabat
Penandatangan Kontrak ;

2. dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan
menuntut supaya benda-benda pihak terjamin (principall
terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi
hutangnya; dan

3. Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada
Penerima Jaminan (Obligeel akibat ketidakmampuan atau
kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban terjamin
(Principa\ sesuai dengan pedanjian pokok.

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah
pencairan dari Pokja Pemilihan/Pejabat penandatangan

t t b
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Kontrak/ Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/
Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.

Pasal 75

(1) Jaminan diserahkan oleh peserta Tender kepada Pokja
Pemilihan atau Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dan disimpan sampai masa
berlaku jaminan berakhir atau apabila akan
dikembalikan kepada peserta Tender atau Penyedia.

(21 Jaminan yang dicairkan disetor ke kas negara oleh
pejabat yang berwenang.

(3) Terhadap jaminan pemeliharaan yang dicairkan dapat
digunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
melaksanakan perbaikan dalam masa pemeliharaan
dengan nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai
jaminan.

(4) Jaminan Pengadaan dikembalikan oleh Pokja Pemilihan
atau Pejabat Penandatangan Kontrak setelah masa
berlaku jaminan habis/selesai atau tidak diperlukan lagi
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Ketentuan Nilai Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi hal
sebagai berikut :

a. untuk nilai penawaran antara 80o/o (delapan puluh
persen) sampai dengan 10O7o (seratus persen) dari nilai
HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah
sebesar 5%o (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80/o (delapan puluh
persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besamya
Jaminan Pelaksanaan 5% (iima persen) dari nilai HPS
atau Pagu Anggaran.

(6) PPK meminta Jaminan Pelaksanaan kepada penyedia
barang/ pekerj aan konstruksi untuk kontrak bernilai
diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

f bvl

Bagian Kelima
Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 76

(1) PA berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak lain
dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan,
atau dilaksanakan oleh KPA sesuai dengan pelimpahan
kewenangan dari PA.

(21 KPA dapat menunjuk PPK untuk mengadakan dan
menetapkan pe{anjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk
sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KpA
dapat merangkap sebagai PPK.

(4) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas
nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan
Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan
namarya dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar, yang
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telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atau Penyedia perorangan.

(5) Selain pihak sebagais16113 yang dimaksud pada ayat (4),
pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah
pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari Direktur Utama/pimpinan
Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah
berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk
menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut
merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

(6) Penandatangan kontrak dilakukan setelah ditetapkannya
DPA.

(71 Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ,
kecuali apabila DPA/DPPA belum disahkan.

(8) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal
belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup
tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia
untuk kegiatan yang dibiayai APBK Aceh Utara.

(9) Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat
mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh
SPK/KPBJ yang dikeluarkan pimpinan instansi yang
bersangkutan atau instansi lainnya.

(10) Dalam rangka Persiapan pelaksanaan pembangunan di
setiap kecamatan, pihak penyedia wajib melaporkal
kegiatannya terlebih dahulu kepada Camat atau yang
mewakili sebelum dimulainya pekerjaan (format
terlampir).

Bagran Keenam
Perubahan Kontrak

Pasal 77

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/ atau
spesi{ikasi teknis/ KAK yang ditentukan dalam dokumen
Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan kontrak yang meliputi :

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi

lapangan; dan/ atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(21 Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
dapat dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 107o (sepuluh persen) dari
harga yang tercantum dalam kontrak awal untuk sumber
dana APBK dengan ketentuan:

ttD4
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a. masih tersedia sisa anggaran dari hasil pelelangan
pada pekeq'aan yang sama;

b. volume pekerjaan yang bertambah masih satu
kesatuan dari pekerjaan yang sama;

c. mendapat persetujuan dari PA/KPA.

(3) Perubahan yang disebabkan masalah administrasi dapat
dilakukan sepanjang disepakati kedua pihak.

(4) Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak,
pejabat penandatanganan kontrak dapat menetapkan tim
atau tenaga ahli.

Pasal 78

PPK menyusun penyesuaian harga dalam rancangan Kontrak
deng:rn ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak

Harga Satuan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa
Lainnya, dan jenis Kontrak berdasarkan waktu penugasan
untuk Jasa Konsultansi;

b. ta.ta cara perhitungan penyesuaian harga harus
dicaltumkan dengan jelas, sebagai berikut:
1. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun

Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 1g
(delapan belas) bulan;

2. penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

3. penyesuaian harga satuan berlaku bag seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (ouerhead. cos{, dan
harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam
penawaran yang harga satuan penawaran tidak
melebihi 1l0olo (seratus sepuluh persen) dari harga
satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang
berdasarkan hasil klarilikasi;

4. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam
Kontrak/ adendum kontrak;

5. penyesuaian harga satuan bag komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara
asal barang tersebut;

6. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru
sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;

7. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan
Kontrak terlambat yang disebabkan oleh kesalahan
Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak
dan realisasi pekerjaan;

t{. ,/



41

8. Perhitungan penyesuaian harga satuan menggunakan
rumus sebagai berikut:

Iln : Ilolattff+ rff+ a
Dn

Do
+..-l

Hn adalah Harga Satuan pada saat
pekerjaan dilaksanakan ;

Ho adalah Harga Satuan pada saat harga
penawaran;

a adalah Koelisien tetap yang terdiri atas
keuntungan dan ouerlead, dalam hal
penawaran tidak mencantumkan besaran.
komponen keuntungan dan ouerhead maka
a = O,l5;

b,c,d adalah Koefisien komponen kontrak
seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja,
dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1 ,0O.

Bn cryDn adalah Indeks harga komponen pada
bulan saat pekerjaan dilaksanakan

Eb,Co,Do adalah Indeks harga komponen
pada bulan penyampaian penawaran

Indeks harga yang digunakan bersumber dari
penerbitan Badan Pusat Statistik.
Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan
Badan Pusat Statistik, digunakan indeks harga yang
dikeluarkan oleh instansi teknis; dan

9. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut:
pa : (IIn1 x Vr) + (rrnzxvz) +:rln-r x r/3) + .-.

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga
satuan;

H adalah Harga satuan baru setiap jenis komponen
kerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan.

V adalah Volume setiap jenis komponen peke{aan
yang dilaksanakan.

Bagian Ketujuh
Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 79

(l) Penghentian kontrak dapat dilakukan :

a. karena pekerjaan sudah selesai.
b. keadaan kahar.

(2) Penghentian kontrak sebagaimana dimal<sud pada ayat
(1) huruf a berakhir apabila pekerjaan sudah selesai serta
hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam
kontrak sudah terpenuhi.

(3) Kontrak yang dinyatakan berhenti karena pekeq'aan
sudah selesai belum dikatakan berakhir apabila masih
terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh
PPK kepada penyedia.

/{.
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(4) Penghentian Kontrak karena keadaan kahar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan.

(5) Penghentian kontrak karena keadaan kahar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar

tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan.

{6) Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar,
maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar
kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil
peke{aan yang telah dicapai setelah dilakukan
pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

(1)

Pasal 80

Pemutusan Kontrak dilakukan
Penandatangan Kontrak.

oleh Pejabat

t2) Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melakukan pemutusan kontrak
apabila:
a. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan

dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaal Pengadaal Barang/Jasa dinyatakan
benar oleh Instansi yang berwenang;

c. penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam

sebelum penandatangan Kontrak;

e. penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah
mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f. penyedia tidak mempertahankan beriakunya
Jaminan Pelaksanaan;

g. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibalnya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan
Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekedaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan peke{aan;

i. setelah diberikan kesempatal menyelesaikal
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan; atau

f{b
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j. penyedia menghentikan peke{aan selama waktu yang
ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini
tidal< tercantum dalam program mutu serta tanpa
persetujuan pengawas peke{aan.

k. penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam
melaksanakan rapat pembuktian keterlambatan
(Shotu Couse Meetingl.

(3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena
kesalahan Penyedia maka :

a. jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. apabila diberikan uang muka maka Sisa Uang Muka

harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan;

c. penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

(4) Apabila pemutusan Kontral< secara sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia,
maka Po\ia Pemil-ihan dapat menunjuk pemenang
cadangan berikutnya pada paket pekedaan yang sama
atau Penyedia yang m€rmpu dan memenuhi syarat.

Pasal 81

Pemutusan Kontrak oleh Penyedia dapat dilakukan apabila :

a. setelah mendapatkan persetu-juan Pejabat
Penandatangan Kontrak, Pengawas pekedaan
memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah
tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan
dalam Kontrak.

b. pejabat penandatangan kontrak tidak menerbitkan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat
Kontrak.

Bagian Kedelapan
Pemberian Kesempatan

Pasal 82

(U Dalam hal Penyedia gasal menyelesaikan pekerjaan
sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir dan Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan maka dapat diberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda
keterlambatan.

l2l Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan
pekerjaannya harus dituangkan dalam adendum kontrak
yang didalamnya juga mengatur pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penyedia dan bila
diperlukan perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan.

t otl
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(3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk
menyelesaikan peke5'aan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekeqjaan dan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Bagian Kesembilan
Serah Terima Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 83

(1) Serah terima Penga.daan Barang/Jasa dilakukan setelah
peke{aan selesai 1O0% (seratus perseratus) sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak disertai
permintaan secara tertulis oleh penyedia kepada pejabat
Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil
pekerjaan.

(21 Sebelum dilakukan serah terima pengadaan Barang/
Jasa, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekeqiaan yang dapat
dibantu oleh Konsultan Pengawas/ tim ahli/tim teknis
untuk kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/
spesifikasi yang tercantum dalam Kontral< yang
dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan pengadaan
Barang/Jasa.

(3) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka
Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
Penyedia untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi
kekurangan pekeq'aan.

(4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan
telah melalui tahapan sebagaimal6 dimaksud pada ayat
(2) maka selanjutnya para pihak menandatangani Berita
Acara Serah Terima.

(5) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima,
Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barangl
jasa kepada PA/ KPA yang dituangkan dalam Berita Acara
Penerimaan Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Berita Acara Penerimaan Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (S) dikecualikan
apabila pejabat penantanganan kontrak adalah pA/KpA.

(71 Setelah penandatanganan Berita Acara penerimaan
Barang/ Jasa PA/ KPA menyerahkan Barang/Jasa kepada
pengunrs barang pengguna/ Pembantu pengurus Barang
Pengguna yang dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa.

(8) Dalam hal pejabat penandatanganan kontrak
sefoagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Berita Acara
Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah
Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa
ditandatangani.

i o/t
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Pasal 84

(l) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama
masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan.

(2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pejabat penandatangan
Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

(3) Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan
akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua
kewajibannya selama masa pemeliharaan maka pejabat
Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa
nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan
Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 85

(1) Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan
pennanen paling singkat 6 (enam) bulan dan pekerjaan
semi permanen paling singkat 3 (tiga) bulan.

(2) Untuk Pengadaan Barang masa garansi diberlakukan
sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.

(3) Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 86

(1) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya maka pejabat
Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar
retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan
Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

(2) Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau
uang pencairan Jaminan Pemeliharaan maka pejabat
Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke Rekening
Kas Umum Daerah.

(3) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekeq'aan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir.

(4) PA/ KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan
operasional PPK selama masa pemeliharaan oleh penyedia.

(5) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari
ke{a setelah masa pemeliharaan selesai.

Bagran Kesepuluh
Denda dan Ganti Rugi

Pasal 87

(1) Denda keterlambatan dapat berupa sanksi finansial dan
ganti rugi.

(2) Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan y€rng berlaku

/
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karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum
dalam kontrak.

(3) Sanksi ganti rugi apabila te4'adi kegagalan bangunan,
menyerahkan jaminan y'ang tidak bisa dicairkan,
melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil
pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
bararg/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak
berdasarkan hasil audit.

(4) Denda keterlambatan apabila te{adi keterlambatan
penyelesaian pekerjaan.

(5) Besarnya sanksi ganti rugi sebagimana dimaksud pada ayat
(3) sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

(6) Besarnya denda keterlambatan :

a. 1/1OOO {satu perseribu) per hari dari harga perbagian
kontrak yang tercantum dalam kontrak; atau

b. 1/ 1000 (satu perseribu) per hari dari harga kontrak.
(71 Tata cara pembayaran sanksi ganti rugi dan denda

sebagaimana pada ayat {5) dan ayat (6} diatur di dalam
dokumen kontrak.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, TERTIB ADMINISTRASI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 88

Pengawasan dalam Peratural Bupati ini meliputi :

a. pengawasan Kegiatan Pembangunan
b. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
c. pengawasan Teknis

Paragraf 1

Pengawasan Kegiatan Pembangunan

Pasal 89

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
pembangunan dilalukan Bupati melalui ApIp.

(21 Dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan
pembangunan, Inspektorat selaku ApIp melakukan
pembinaan dan pengawasan umum terhadap kegiatan
pembangunan serta berkewajiban menegur aparat telads
dan instansi terkait lainnya bila dljumpai kelalaian atau
adanya penyimpangan dari peraturan/petunjuk/
ketentuan yang tetah ditetapkan.

(3) Inspektorat/aparat pengawasan lainnya mengadakan
penga.wasan umum atas pelaksanaan operasional
kegiatan pembangunan yang dilakukan menurut cara
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi :

a. mengadakan pemeriksaan terhadap SpJ dengan
memperhatikan kegiatan pekerjaan dalam DpA dan
dokumen Lainnya serta diwajibkan melakukan

b/ff'R



50

pengawasan sekurang-kurangnya satu kali dalam
masa pelaksanaan pekedaan ;

b. mengadakan pengujian terhadap efektifitas
pelalsanaan/operasional, efisiensi penggunaan dana
dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Paragraf 2
Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 90

{l) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilaksanalan sejak
perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia,
pelaksanaan kontrak dan serah terima pekeq'aan.

(21 Pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan Bupati melalui APIp.

(3) Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang/jasa
meliputi:
a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
b. kepatuhan terhadap peraturan;
c. pencapaian TKDN;
d. penggunaan produk dalam negeri;
e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha

kecil; dan
f. pengadaan berkelanjutan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan bersama dengan SKpK teknis terkait dan/atau
SKPK yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan daerah.

(5) P_engawasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan/atau penyelenggaraan uhi_stlebtouting
sysfem.

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Paragraf 3
Pengawasan Teknis

Pasal 91

(1) Pengawasan kegiatan pembangunan yang sifatnya
lanjutan/rehab/peningkatan dapat dilaksanakan oleh
SKPK Telsris dan biaya untuk pengawasan tersebut
diberikan dalam bentuk honorarium/ insentif/ SppD tetap
hingga selesai pekerjaan.

(21 Biaya Pengawasan Konsultan dibayar berdasarkan biaya
langsung personil dan biaya non-personil sesuai dengan
kebutuhan dan penawaran konsultan.

(3) Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan
dan konsultan pengawas tidak sanggup mengatasi, maka
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harus melaporkan secara tertulis kepada PPK/KpA dan
tembusan kepada Bupati.

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan peke4'aan frsik
konstruksi yang memakai jasa konsultan, SKPK teknis
sebagai penanggung jawab kegiatan perlu
memperhatikan hal-hal sebaeai berikut :

a. tanggung jawab secara teknis dalam pelaksanaan
pekeqiaan fisik konstruksi berada pada SKPK teknis
maka setiap pekegaan yang rencana teknisnya
disiapkan oleh konsultan harus terlebih dahulu
diteliti / diperiksa disetujui oleh instansi teknis;

b. dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, konsultan
melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah
direncanakan dan untuk kepentingan tersebut
konsultan harus menempatkan petugas lapangan pada
setiap lokasi pekerl'aan;

c. sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai oleh
rekanan/pemborong, maka konsultan yang diserahi
tugas pengawasan, diwajibkan untuk menyera_hkan
struktur organisasi pengawasan sekaligus nama dan
jumlah personil yang akan melakukan pengawasan
sehari-hari di lapangan;

d. dalam melakukan pengawasan, pihak konsultan
diwajibkan membuat laporan harian, laporan
mingguan, laporan bulanan dan daftar kehadiran
personil di lapangan (time-sheetl tentang kemajuan
pelaksanaan serta masalah-masalah yang dihadapi
dalam pelaksanaan kegiatan yang diawasi serta
l,aporan dan daftar kehadiran personil harus disetujui
oleh PPTK selanjutnya disampaikan kepada PPK/
PA/KPA;

e. bila dalam pelalsanaan kegiatan pekeq'aan dijumpai
adanya ketimpangan yang dilakukan sehingga
mengakibatlan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai
dengan persyaratan teknis yang ditetapkan, Kepala
SKPK teknis memanggil konsultan untuk meminta
pertanggungiawaban terhadap pengawasan yang
diserahkan kepadanya;

f. terhadap pekerjaan fisik konstruksi yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan tidak mencapai
sasaran yang telah ditetapkan, maka penanggung
jawab pekeg'aan dapat menolak melakukal
pembayaran terhadap jasa konsultan setrelum
konsultan memberi pertanggungiawaban terhadap
penyimpangan;

g. bila dalam peiaksanaan pekerjaan dijumpai adanya
penyimpangan teknis lainnya sehingga tidak
tercapainya sasaran sebagaimana diharapkan bersama
dan hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
oleh konsultan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
akan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan
pemutusan hubungan keqia dengan konsultan yang
bersangkutan.
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Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 92

(1) Pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi
dilakukan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah dan SKpK
Teknis sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu:
a. Bappeda.

1. melakukan pengendalian umum menyangkut
dengan Perencanaan yang telah ditetapkan;

2. melakukan verifikasi/pengujian terhadap
pelaksanaan, harus sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan melalui
kegiatan monitoring yang dilakukan secara berkala;

3. melakukan teguran kepada SKPK yang
bersangkutan bila dijumpai adanya ketidaksesuaian
antara rencana dan pelaksanaan dilapangan;

4. melakukan evaluasi keberhasilan program SKpK
sebagai dasar perencanaan selanjutnya.

b. Sekretariat Daerah.
1. melakukan pembinaan dan tindalan awal guna

persiapan pelaksanaan kegiatan ;
2. mengambil langkah kebijalan untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan seperti koordinasi dan
penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan;

3. mencari solusi berbagai permasalahan yang timbul
yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan
kegiatan di lapangan;

4. melakukan pengendalian kemajuan pekerjaan Iisik
yang disampaikan oleh masing-masing SKpK yang
bersangkutan.

(2) melakukan pemantauan sewaktu-waktu bila diperlukan
kelapangan terhadap kemajuan pekerjaan untuk bahan
laporan kepada Bupati/ Sekda melalui kepala Bagran
administrasi Pembangunan.
c. SKPK Telaris

1. meneliti/memeriksa dan menyetujui setiap rencana
kegiatan secara teknis serta kemungkinan
perubahan rencana tersebut sesuai dengan situasi/
kondisi setempat;

2. mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara teknis,
agar sesuai dengan Standar Baku (Bestek/
RAE!/ Gambar) yang telah ditetapkan;

3. menghentikan pelaksanaan pekeq'aan bila dijumpai
pelaksanaan pekerjaan Iisik konstruksi yang tidak
sesuai dengan Standar Baku (Bestek/ RAB/ Gambar)
yang telah ditetapkan;

5.Untuk terwujudnya pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka kepada para pihak
yang terlibat dalam pengendalian perlu didukung
oleh fasilitas dan biaya operasional yang
proporsional.
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Bagian Ketiga
Tertib Administrasi Pelaporan

Pasa] 93

(l) Tertib administrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan
dalam Kabupaten Aceh Utara bersumber dari dana tugas
pembantuan (APBN), APBK, Dana Alokasi Khusus (DAK),
Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan/atau dana
transfer lainnya yang dialokasikan pada SKPK pelaksana.

l2l Terlib administrasi pelaporan bertujuan untuk
terpenuhinya data laporan realisasi program/kegiatan
yang dilaksanakan SKPK.

(3) Kepala SKPK menyampaikan la.poran pelaksanaan
Pembangunan sebagaimana di maksud pada ayat (l)
terdiri dari:

a. l,aporan realisasi kemajuan {isik dan keuangan yang
bersumber dari dana tugas pembantuan (APBN), ApBK,
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus
Aceh (DOKA); dan

b. la.poran hasil akhir pelalsanaan kegiatan (rekam
jejak);

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Bupati Aceh Utara melalui Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat setiap
tanggal bulan berikutnya untuk:
a. mengkoordinasi, menghimpun, mengevaluasi dan

memverilikasi proses pelaporan sebagai yang
disampaikan SKPK; dan

b. diteruskan ke Gubernur paling lambat setiap tanggal
10 bulan berukutnya.

(5) Kepala SKPK dapat membentuk tim Penyusun pelaporan.

Bagial Keempat
Evaluasi

Pasal 94

(1) Evaluasi kegiatan pembangr.rnan dimaksudkan untuk
bahan penilaian pembangunan yang telah selesai
dilaksanakan berfungsi dan memiliki manfaat dan dampak
dalam jangka menengah dan/atau dalam jangka panjang.

(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan dilakukan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan dan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

(3) SKPK melakukan evaluasi menurut bidang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi terhadap program/kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi kewenangannya dan
hasilnya dilaporkan kepada Badan perencanaan
Pembangunan dan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

(4) Hasil evaluasi kegiatan pembangunan SKpK menjadi
bahan masukan bagi penyusunan perencanaan kegiatan
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pembangunan SKPK tahun berikutnya dan
menggambarkan kinerja SKPK yang bersangkutan secara
kelembagaan.

Pasal 95

(l) Dalam rangka pelaksanaan mana,jemen pembangunan
daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah di
daerah, disamping tugas dan fungsi kelembagaan yang
mengelola kegiatan-kegiatan pembangunan dapat
mensinergikan strategi dan kebijakan pengelolaan program
pembangunan secara terpadu, sesuai dengan renstra dan
Kebijakan Umum APBK (KUA) Kabupaten Aceh Utara,
maka sebagai bahan pertanggungjawaban dalam
mengukur kine{a dalam satu tahun kegiatan kepada
setiap pemimpin kegiatan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban terhadap pengelolaan dana dan
administrasi pembangunan sebagai penyajian informasi
dalam bentuk l,aporan Realisasi Fisik dan Keuangan
kepada:
a. Bupati Aceh Utara melalui Kepala Bagran Administrasi

Pembangunan Setdakab Aceh Utara;
b. Bappeda Kabupaten Aceh Utara;
c. BPKD Kabupaten Aceh Utara;
d. SKPK yang bersangkutan sebagai Penanggung Jawab

Kegiatan.

(2) Pekery'aan konstruksi yang pengawasan pekerjaal
diserahkan kepada konsultan maka konsulta.n diwajibkan
menyampaikan laporan kegiatan kepada penanggung
jawab kegiatan.

(3) Pengguna Anggaran membuat laporan realisasi fisik dan
keuangan secara berkala (per bulan), dan kemajuan
pelaksanaan di lapangan kepada Bupati melalui Bagian
Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Utara yang
tembusannya turut disampaikan kepada Bappeda dan
Inspektorat Kabupaten Aceh Utara (Sekretariat Tim
TEPRA), selambat-lambatnya setiap tanggal 6 bulan
berikutnya dengan menggunakan format yang telah
ditentukan.

(4) Pengguna Anggaran membuat laporan Rencana pengadaan
dan Realisasi Pengadaan secara berkala setiap bulan
kepada Bupati melalui Bagial Pengadaan Barang dan Jasa
Setdakab Aceh Utara yang tembusannya turut
disampaikan kepada Inspektorat, selambat-lambatnya
setiap tanggal 25 bulan berikutnya dengan menggunakan
format yang telah ditentukan.

(5) Bappeda membuat laporan evaluasi triwulan keseluruhan
kegiatan/program pembangunan tahun berjalan dan
disampaikan kepada Bupati sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada Dewan perwakilan Ralryat
Kabupaten Aceh Utara.

(6) Bupati menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan
pembangunan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Aceh per bulan
paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
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(7) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan
peke{aan penyampaian laporan sebagaim3l6 dimaksud
pada ayat (5) Bupati mengadakan rapat pimpinan dalam
langka koordinasi pembangunan setiap bulan atau tiga
bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk
membahas dan menilai perkembangan dan hambatan
pelaksanaan kegiatan.
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BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagran Kesatu
Jasa Konsultansi Perencanaan/Pengawasan

Pasal 96

(1) Pembayaran biaya perencanaan kepada konsultan dapat
dilal<sanakan sesuai dengan kemajuan pekeq'aan atau
dilaksanakan sekaligus setelah dokumen perencanazrn
lengkap dan telah dilakukan penyerahan dokumen
perencanaan kepada PA/KpA/ppK, dikecualikan
pembayaran biaya perencanaan kepada konsultan yang
kegiatannya bersifat berkelanjutan {muhigearsl
dilaksanakan secara bertahap.

(21 Untuk pekeqiaan yang bersifat studi kelayakan (feasibilitg
sfudy/ atau sejenisnya biaya perencanaannya diatur
tersendiri di dalam kontrak.

Pasal 97

Pembayaran biaya jasa pengawasan dapat dilakukan dengan
sistem lumpsum dan atau unit price adalah sebagai berikut t
a. pembayaran dengan sistem lumpatm sesuai dengan

kemajuan rata-rata fisik kontruksi di lapangan aan
dikurangi retensi 5 % (Iima perseratus) atau pembayaran
sekaligus setelah Realisasi Fisik selesai dan dilakukan
Serah Terima;

b. pembayaran dengan sistem unit pnce sesuai dengan st6.ndar
maksimal orang hari dan dikurangi retensi 5 % (lima
perseratus);

c. pembayaran akhir dilaksanakan sesuai dengan kemajuan
fisik dan setelah Berita Acara Serah Terima pekefaan.

Pasal 98

Administrasi untuk proses pembayaran terhadap kegiatan
peke{aan konsultansi/perencanaan/ pengawasan dengan Sp/
SPK atas dasar Progres s Report dan Berita Acara lainnya
diatur sebagai berikut :

a. Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKp) perencanaan/
Pengawasan (Progress Report);

b. Berita Acara Pemeriksaan Pekeq'aan perencanaan/
Pengawasan;

c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) perencanaan/
Pengawasan;

d. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan perencanaan/
Pengawasan;
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Bagian Kedua
Jasa Kontruksi

Pasal 99

(l) Pembayaran uang muka kerja dapat diberikan setinggl-
tingginya 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai kontral<
untuk jenis pekerjaan kualifikasi kecil dan setinggi-
tingginya 207o (dua puluh perseratus) untuk jenis
peke{aan kualifikasi non kecil, dengan syarat
melampirkan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh
bank umum atau asuransi dengan nilai jaminan
serendah-rendahnya sama dengan jumlah uang muka
kela serta melampirkan rincian rencana penggunaan
uang muka kerja.

(21 Pembayaran dilakukan sesuai dengan prosentase
kemajuan peke{aan fisik di lapangan dengan dikurangi
retensi 5 7o (lima perseratus) dari nilai progres.

(3) Pembayaran sisa retensi 5 % (lima perseratus) dari nil,ai
kontrak dilakukan apabila telah melewati masa
pemeliharaan.

(4) Pembayaran retensi dapat dibayar sebelum masa
pemeliharaan berakhir dengan menyerahkan jaminan
pemeliharaan yang dikeluarkan oleh bank umum atau
asuransi yang sesuai dengan keputusan Menteri
Keuangan tentarrg daftar perusahaan asuransi umum
yang dapat memasarkan produk asuransi pada ini usaha
lsaretgship), dengan nilai serendah-rendahnya sama
dengan nilai retensi.

(5) Jika ada kerusakan konstruksi dalam masa
pemeliharaan, maka pihak penyedia wajib memperbaiki.

(6) Apabila tidak dilalsanakan perbaikan sebagaimana
dimal<sud pada ayat (5) maka jaminan pemeliharaan
dapat diklaim oleh PA/KPA/PPK dan perusahaan
tersebut dimasukkan dalam daftar hitam serta dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturn perundang-undangan.

e. Berita Acara Penerimaan Hasil Perencanaan / pengawasan;
f. Berita Acara Pembayaran Perencanaan/ Pengawasan;

Pasal 100

( I ) Prosedur administrasi untuk proses pembayaran
terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi dengan Sp/SpK
atas dasar hogress Report d,an Berita Acara lainnya
diatur sebagai berikut :

a. Surat laporan Penyedia kepada Camat sebelum
pelaksanaan pekerjaan dimulai sesuai kontrak;

b. Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
c. Laporan Kemajuan Pekerjaan (.hogress Reporll;
d. Berita Acara Pemeriksaan;
e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
g. Berita Acara Serah Terima Peke{aan pertama;
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h. Berita Acara Pembayaran;
i. Berita Acara Serah Terima Pekeqjaan Kedua;
j. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
k. Berita Acara Pembayaran Retensi/ Pembayaran dengan

j aminan pemeliha-raan.
1. Foto dokumentasi kemajuan pekerjaan;
m. Berita Acara Penyerahan Barang Milik Daerah

Kabupaten Aceh Utara;
(2) Foto dokumentasi peke{aan kontruksi kemajuan

pekerjaan sebagaimana pada ayat (1) huruf I berupa foto
Dokumentasi sebelum kegiatan dimulai (0%), kegiatan
yang sedang dalam pelaksanaan (50yd, kegiatan yang
telah selesai (100%) pada titik yang sama sedangkal
untuk jumlah titik fokus pengambilan foto dokumentasi
diatur oleh PPTK.

(3) Bagi setiap penyedia yang melakukan penagihan
pembayaran harus melampirkan foto realisasi lapangan
sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik
konstruksi di lapangan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya

Pasal 101

(1) untuk pembayaran pengadaan barang/jasa tainnya yang
nilainya sampai dengan Rp. 50.000.0O0,- ((lima puluh
juta rupiah) sebagai berikut:
a. Makan minum/ bahan bakar minyak melampirkan

surat pesanan, faktur dan kwitansi;
b. Barang Inventaris dan Barang pakai Habis

melampirkan surat pesanan, faktur, kwitansi, Berita
Acara Serah Terima Barang, Berita Acara penerimaan
Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang;

c. Biaya pemeliharaan non konstruksi melampirkan surat
suruhan kerja perbaikan, faktur, kwitansi, Berita
Acara Serah Terima Jasa Lainnya dan Berita Acara
Penerimaan Hasil Pekeq'aan;

l2l Administrasi untuk pembayaran pengadaan barang/jasa
lainnya yang nilainya diatas Rp.5O.O0O.O00,-(lima puluh
juta rupiah) dengan SPK/SP dhful ssfagai berikut:
a. Berita Acara Pemeriksaan;
b. Berita Acara Serah Terima Barang;
c. Berita Acara Penerimaan Barang;
d. Berita Acara Penyerahan Barang;
e. Berita Acara Pembayaran.

Pasal 102

Ketentuan mengenai bentuk Format:
a. Proses Penyusunan Perencanaan dan penganggaran

tercantum pada lampiran I;
b. Pembuktian Keterlambatan (Shoru Cause Meeting) tercantum

pada lampiran II;
c. Tata cara pembayaran tercantum pada lampiran III;
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d. Foto dokumetasi tercantum pada lampiran IV;
e. Kwintasi tercantum pada lampiran V;
f. Surat Suruhan Kerja tercantum pada lampiraa VI;
g. Surat Pesanan Barang tercantum pada lampiran VII;
h. Surat Perintah Keqja tercantum pada lampiran VIII;
i. Ringkasan Kontrak (Ls-pihak ketiga) tercantum pada

lampiran IX;
j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

tercantum pada lampiran X;
k. Tata Tertib Administrasi Pel,aporan dan Evaluasi tercantum

pada lampiran XI;
l. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa tercantum pada

lampiran XII;
m. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa tercantum pada

lampiran XIII.

Yang merupakan bagian
Peraturan Bupati ini.

yang tidak terpisahkan dari

Pasal 103

( 1) Setiap Surat Perjanjian dibubuhi materai senilai Rp.
10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dikecualikan untuk Surat
Pelanjian Secara Elektronik.

(2) Bendaharawan diwajibkan untuk memungut ppN/pph
pada Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan menyetor ke Kas Negara secara kolektif dan berkala.

(3) Pajak mineral bukan logam dan batuan
dikenakan/dipungut pada orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan eksploitasi atau mengolah mineral
bukan logam dan batuan.

(41 Untuk memenuhi kebutuhan material mineral bukan
logam dan batuan, yang dilakukan secara swakelola, dan
swadaya maupun melalui penyedia barang/jasa, harus
diambil dari Usaha Pertambangan yang memiliki Surat
lzin Pertambangan Daerah dan dinyatakan secara
eksplisit dalam setiap peqlanjian kerja.

(5) Setiap termin tagihan pertama oleh penyedia
barang/jasa, diwajibkan melampirkan asli Keterangan
Lunas Pajak mineral bukan logam dan batuan yang
dikeluarkan oleh BPKD berdasarkan permintaan dari
Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah dan untuk
termin selanjutnya cukup dengan melampirkan foto copy.

(6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
BUD agar tidak memproses dokumen penagihan dan
tidak membayarnya apabila pihak rekanan tidak
melampirkan Asli Keterangan Lunas Pajak mineral bukan
logam dan batuan.

(71 Kepala SKPK turut bertanggung jawab atas realisasi
pelaksanaan Pajak mineral bukan logam dan batuan.
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pELAyAN.fiflH,[r* r^o,
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 1O4

(1) Bupati wajib memberikan pelayanan hukum kepada
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi
permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/ Jasa.

(21 Pelayanan hukum sslagaimana dimaksud pada ayat (l)
diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap
putusan pengadilan.

(3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok
masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha
yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

(1) Ketentuan Pengadaan Barang/jasa pada Badan l,ayanan
Umum Daerah dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

(2\ Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pimpinan Badan
Layanan Umum Daerah dengan berpedoman pada
ketentuan yang mengatur tentang pengadaan Barang/
jasa pada Badan l,ayanan Umum Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

(1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan sebelum
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

(21 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara yang sedang dilaksanakan dapat
menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa] 106

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor
17) dicabut dan dinyatalan tidak berlaku.

b
/
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Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

l Rajab 1444H

ft n. BUP>rI AoE UTARA, A

AZWARDI

Di Undangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 uari 2023 M

l Rajab 1444H
KRETARIS D

A MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMORg

ykAH,

Paraf Koordinasi

Kepala Bagian Administrasi
Pem

Kepala Bagian PBJ

Keuan Daerah
Plt. Badan Pengelolaan

Kepala Bagian Hukum D

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Januari 2023 M

#
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
daiam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 108

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Januari

A
l Rajab 1444H

Pj. BdPATJa urARA,A

2023 M

Di Undangkan di Lhoksukon
pada tanggal 23Januan 2023 M

l Rajab 1444H
RAH,

A MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMOR g.

S S DAE
/

Paraf Koordinasi

Kepala Bagian Administrasi
Pem *
Kepala Bagian PBJ d(
Plt. Badan Pengelolaan
K Daerah +
Kepala Bagan Hukum ltn

------
AZWARDI
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utari.

Pasal 108

Ditetapkan di Lhoksukon
pa 23 Januari 2 3M

Rajab 1444 H

UTARA,K

I

Di Undangkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Januari 2023 M

1 Rajab 1444H
S DAERAH,

RTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARATAHUN 2023 NOMOR g
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR g TAHUN2O23

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM
bahwa dalam upaya menyeragamkan proses pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan sebagai pedoman bagi
Satuan Keg'a Perangkat Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan
diperlukan adanya suatu mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan pembangu.nan yang dibiayai Anggaran pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal l0

Cukup jelas
Pasal l1

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas

t
/
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Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 2l
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)

Ayat l2l
Cukup jelas

Cukup jelas
Ayat (3)

Huruf a
tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan
teknis kegiatan/subkegiatan meliputi:
a. men5rusun jadwal pelaksanaan kegiatan/

subkegiatan;
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan / subkegiatan ;
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan

kegiatan/ subkegiatan kepada pA/ KpA.
Huruf b

tugas menyiapkan dokumen dalam rangka
pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran
kegiatan / subkegiatan meliputi :

a. menyiapkan laporan kine{a pelaksanaan
kegiatan / subkegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran
yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan.

Huruf c
tugas menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa
pada kegiatan / subkegiatan SKpK unit SKpK meliputi:
a. menyiapkan penyusunan perencanaan

pengadaan;
b. membantu menyiapkan konsolidasi pengadaan

barang jasa;
c. menyusun spesifikasi teloris/ Kerangka Acuan

Kefa (KAK);
d. menyusun rancangan kontrak;
e. menyiapkan HpS;
f. menghitung besaran uang muka yang akan

dibayarkan kepada penyedia;
g. menyusun draf usulan perubahan jadwal

kegiatan;
h. membantu mengendalikan kontrak;
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh

dokumen pelaksanaan kegiatan;
j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian

kegiatan kepada pA/ KpA;
k. menyiapkan serah terima hasil pekerjaan

pelaksanaan kegiatan kepada pA/ KpA dengan
berita acara penyerahan;

Ayat (4)
Cukup jelas

N-y



Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Ayat (1)
Huruf a

Ayat (s)

Ayat (6)

Ayat (7)

Ayat (8)

Ayat (9)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf b

63

yang dimaksud dengan Barang meliputi :

a. bahan baku;
b. barang setengah jadi;
c. barang jad i/peralatan;
d. mahluk hidup

yang dimaksud dengan pekeq'aan Konstmksi
adalah pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya.
Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik
lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagran
rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup
pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan
antara lain :

a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau
kendaraan tempur;

&t A
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Huruf c

Huruf d

b. peke{aan yang berhubungan dengan
persiapan lahan, penggalian, dan/atau
penataan lahan (landscaping) ;c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;

d. penghancuran {demolihon) dan pembersihan
(removal);

e. reboisasi.

yang dimaksud dengan Jasa Konsultansi meliputi:
a. jasa rekayasa (engineerfuql;
b. jasa perencanaan (planning), perancangan

(destgnl dan pengawasan (supervision) uniuk
Pekefaan Konstruksi;

c. jasa p€rencErnaan (planningl, perancangan
(design), dan pengawasan (superrrision) uniuk
pekerjaal selain Pekerjaan Konstruksi, seperti
transportasi, pendidikan, kesehatan,
kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan
hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha,
perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata,
pos dan telekomunikasi, pertanian,
perindustrian, pertambangan, dan energi;

d. jasa keahlian profesi, seperti jasa
penasehatan, jasa penilaian, jasa
pendampingan, bantuan teknis, konsultan
manqjemen, dan konsultan hukum;

e. pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan
Tenaga Ahli.

yang dimaksud dengan Jasa Lainnya meliputi :

a. jasa boga (catering service);
b. jasa layanan kebersihan (cleaning seruicel;
c. jasa penyedia tenaga kerja;
d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
e. jasa layanan kesehatan, pendidikan,

pengembangan sumber daya manusia, dan
kependudukan;

f. jasa penerang€rn, iklan / reklame, film, dan
pemotretan;

g. jasa pencetakan dan penjilidan;
h. jasa pemeliharaan/perbaikan;
i. jasa pembersihan, pengendalian hama (pest

contro\, dan fumigasi;
j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan,

dan penyampaian barang;
k. jasa penjahitan/konveksi;
l. jasa impor/ekspor;
m. jasa penulisan dan peneq'emahan;
n. jasa penyewaan;
o. jasa penyelaman;
p. jasa akomodasi;
q. jasa angkutan penumpang;
r. jasa pelaksanaan transalsi instrumen

keualgan;

#{^
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s. jasa penyelenggaraan acara leuent organizei;
t. jasa pengamanan;
u. jasa layanan internet;
v. jasa pos dan telekomunikasi;
w. jasa pengelolaan aset;
x. jasa pekerjaan survei yang

membutuhkan telaahan tenaga ahli.
tidak

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (l)

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf a

Ayat (2)

Ayat (3)

Nota kesepahaman ditandatangani oleh kepala
SKPK penanggungjawab anggaran dengan kepala
SKPK pelakasana.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jeLas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 4O
Cukup jelas

Pasal 4l
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 5O
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)

Cukup jelas

4{o/
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Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b

yang dimalsud dengan Toko Daring (toko dalam
jaringan) adalah toko yang menjalin kerjasama
dengan Lembaga Kebdakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP).

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat {41
Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (21

Cukup jelas
Ayat (3)

Tingkat Komponen Dalam Negeri terdiri dari :

1. Komponen dalam negeri pada barang:
adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan
perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur,
fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan
yang berasal dari dan ditaksanakan di dalam negeri.

2. Komponen dalam negeri pada jasa
adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan
akhir dengan memanfaatkan tenaga keqia termasuk
tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan
sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di
dalam negeri.

3. Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa
adalah penggunaan bahan balu, rancang bangun dan
perekayasaan yang mengandung unsur manufalrtur,
fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekeqiaan
serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenege
ke4ia termasuk tenega ahli, alat keq'a termasuk
perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan
penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di
dalam negeri.

Ayat (a)
Cukup jelas

Ayat (s)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

r'&.
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Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasa] 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 7O
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (l)

Huruf a
Cukup Jelas

contoh keadaan kahar dalam kontrak pengadaan
barang/jasa tidak terbatas pada :

bencana alam, bencana non alam, bencaaa sosial,
pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan
gangguan indu stri lainnya.
yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam
kontrak pengadaan barangljasa meliputi:

f.{

Huruf b

0
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a. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan
dan tanah longsor;

b. Bencana non alam seperti gagal teknologi, epidemi
dan wabah penyakit;

c. Bencana sosial, antara lain konflik social antar
kelompok atau antar komonitas masyarakat dan
terror;

d. Pemogokan;
e. Kebakaran; dan
f. Gangguan industri lainnya sebagaimana

dinyatakan melalui keputusan bersama menteri
keuangan dan menteri teknis terkait.

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (s)

Ayat (6)

Cukup Jelas

Cukup Je1as

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 81

Cukup jelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal 83

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (s)

Ayat (6)

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas
Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Datam hal pejabat penandatangan kontrak adalah pA/KpA
tidak perlu membuat berita Acara penerimaan Barng/Jasa
lainnya

t&v
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Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasa1 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 1OO

Cukup jelas
Pasal 101

Cukup jelas
Pasal 102

Cukup jelas
Pasal 103

Cukup jelas
Pasal 1O4

Cukup jelas
Pasal 105

Cukup jelas
Pasal 106

Cukup jelas
Pasal 107

Cukup jelas
Pasal 108

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

t
NOMOR 
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I,.AMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN2O23
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA
KABUPATEN ACEH UTARA

I. TATA CARA PEMBAYARAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN/PENGAWASAN

A. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEKER.IAAN KONSULTANSI PERENCANAAN/
PENGAWASAN

KOP S(PK
IAPORAN KEMAJUAN PEKER,IAAN PERENCANAAN/PENGAWASAN TT)

(progrn .ss R?or4

.....(t lnpag, ta.gal sepati terscbut diatas

Pejabat Penandatangan Kontrak.) Konsultan perencana/pengawasr)

Nama :.............................. Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabotan :.......-.----.---NiP

Ket€rangan :

- r) diisi sesua.i derrgaa jabatan yang menandatanAani kont ak {pA/KpA/ppx}
- lr) dbeduaikan dergan jenis pekerjaan

/

Nqoor
Tanggal
Kcgi6tan
Pekerjaan
No/Tgl. Kontrak
Lolrasi Kecamatan

.'..-..-.........s/d.............

Konsultan

No- Uraian Pekerjaaa
Bobot

Pekerjaan
Persentasc

Pelaksanaan
Kemajuan

Fisik

i 2 3 3x45=

Jumlah

t t

l'h\
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B. FORMAT BE,RITA ACARA PEMERIKSAAN PEKER.JAANPERENCANAANIPENGAWASAN

KOP SKPK
BERITA ACARA PEMERI KSAAN PEKERIAAN PERENCANAAN IPENGAW r-*)

Naoa
Jabatan
Alanlat

Karena jabatanrrya dengan ini qenjratakan dengan seb€narnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap
pekeq'aan tersebut di atas yang dilaksanakan oleh :

Nomor

, kami yang bertanda tangandi bawah ilifial,rasarLa'r l(eputusa4 Penggu.a Anggarao/Kuasa Pengguna Aaggaran pada SKPN....,...
No.......tanggal.....sebagai pejabat penartdata.ngal}an kontrak dan berdasarkar Keputusan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggalan pada SKPI( ..... No......,taiugal.........sebagai tenaga ahli/tirn teknisl. Nama

Jabatan ; Pejabat Penandatarrgan Kontrak*)
Alaaat :........................(AlaaatSKPK).

2

Naaa Perusahaan/Penyedia
Alamat

Kesiopulan hasfl pemeriksaan dinyatakan
a- pekerj^an sesuai seb,g:rirn.rra tercantum dal.rn l,amptan pesanan/SpK/Sp

- Nomor :

- Tanggal i
- Tahun :

setragaimana tertraopir

b

Penyedia
Pr/cv.........

Tenaga Ahli/TiE Teknis**) /.**) .

Pejabat penaJldatarrgan kontrak")
SKPK

NIP

selarjut aya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud telal. sesuai dengan volume
dan kualitas yang ditetapkan d.larn kontrak tersebut diatas.

------ Demrikian Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarn5ra dalam rangkap Z {tujuh) untuk
dapat dipergunakan

Keterangan :
*) diisi sesuai dengan jabatan l.ang meoarldatangani kontrak ipA/KpA/ppf0 i

- --) tenaga ahli/ti'n teknisjiL, diperlukan.
- "*i) Coret yanB tidak perlui

t C

' fsn.ga Ahli/Tim Teknis*J
: .....,..................(Alamat SKPK).

/
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C, FORMAT BERITA ACARA KEMA.JUAN PEKER.'AAN PERENCANAAN/PENGAWASAN

KOP SKPK
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PERENCANAAN/ PENGAWASAN **)

Nomor

Kegratan

Pada hari ini....... tanggal ....,.. bulan ........, tahun ..., kalri yang bertanda tartgan di bawah ird :

I : Selaku Pejabat Penandatangan Kootral<*) pada SKpK..,....,....,bertindak
untuk dan atas rraEa Pemerintah Kabupaten Aceh Utana,

: Dir/Wadn CV/PT**)........ Selaku Konsultan Perencana/Pengawasa).
Bertindak dalam jabata.rr tersebut berdasarkan Akte Notaris .....Noraor

........Tanggal di

Ditandatarrgad di :

PadaTanggal : seperti tersebut.{iet <

Pejabat Pena.ndatangan Kontrak*) Konsu-ltan Perencana/ Pengawas
Prlcv)....

Nip. Jabatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan peke{aan perencanaan/pengaq/asan sebagaimana tersebut di atas
pry"qk". tingkat keaajuan penyelesaian peke{aan telah mencapri ....."t (----.,_. persen) dengan
hasil sebagaimana tercantuf, dalaG Laporan Kemajuan Pekerjaan (piogress Repor4 No...,..,.. Tanggal
-.... -.-... .. ya,lg merupakaa satu kesatuai dengan berit_a acara ini-

selanjutnya pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pengguna Anggaran/peirgguna Barang atau
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Deaikian E}erita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengar: sebenarnya dalaa rangkap 7 (tujuh)
ultuk dapat dipergunakan seperlunya-

2

Menerangkan bahwa :
- Kontrak Nomor
- Tanggal
- Nilai kontrak
- Suober Dana
- Pekerjaan/paket
- Lokasi pekerjaan
- Nomor/ Tang;ga.l DPA
- Nomor/Tgl. Addendum

Keterangsn:
- ') diisi sesuai dengan jabatan yang menandatangani kontral< (pA lKpAlP"K|
- r') Coret yang tidak perlu

f.qD/)
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D.FORMAT BERITA ACARA
PERENCANAAN/ PENGAWASAN

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASII- PE RJAAN PERENCANAAN/ PENGAIVASANI}
Nomor : ..

Kegiatan

Pekerjaan

Pada hari ini...,.. tanggal .......... bulal
di bawah ini :

......... tahun ...,........, kami yarrg bertandatalgan

1. Nama
Jabatan

Selaku Pejabat Peoandatangan Kontrak*)pada SKPK..., bertindak untuk dan
atas na.ma Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
.....-..................(Alamat SKPK).

2. Na.ma
Jabatair Direktur/Wakil Direktur CV/PP,) .........

Selaku Penyedia bertindak dalam jabatarl tersebut berdasarkan ALte Notar-is
....,.,..Nomor ..,..,. Tanggal .....,., di .....,........

Ala-rrlat (alamat Perusahaan)

Dengan ini Pejabat Penandatangan Konaak*) dan Penyedia sepakat aengadakan serah terima
pertarma sesuai :

- Kontrak Nomor
- Tanggal Kontrak

Nilai Kontrak
- Sumber Darra
- Pekerjaan/Paket
- Lokasi Pekedaan
- Nomor dalr tanggal DPA
- Noaor & Tanggal Addendum

sebagaimana ter:sebut dala:r pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 2

Ala..aat

Penyedia
PTl CV

Pasal 1

setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Kemajuan pekerjaan, Nomor : ...... tanggal .... dan telah
melakukan pemeriksaan/penilaian hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut ai atas ya.ng
mencapai 10O 9/o (seratus persen) serta Pejabat Penandatangan Kontrak*) menyatakan bahwa semua
pekerjaan teLah dilaksanakan dengan baik oleh Peayedia.

: Rp.'........"'..'....-..........

felfedil menyerahkan hasil pekerjaan tersebut di atas kepada Pejabat Pena.ndatangan Kontrakr) dan
Pejabat Peoandatangan Kontrak menerima penyerahan hasil pekerjaa:r tersebut di atas dad penyedia.

Pasal 3
Apabila terbukti terjadi kesalahan setelah dilakuka.n serah terima hasil pekerjaan disebabkan penyedia,
maka Penyedia wajib bertanggungjaB'ab sesuai denga.n ketentuart yang bedaku.

------ Demikian Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya dalar!
rctgl<Ap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Penandarangan Kontra]r*)
SKPK

NIP

Mengetahui/ Menyetujui :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**)
SKPK

Keterangan :

- *) diisi sesuai dengan jabatan yang menandatangani kontrak (pA/KpA/ppK)
' **) Coret yang tidak perlu

f A

KOP SKPK

(. .)
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E.FORMAT BERITA ACARA PENEzuMAAN HASIL PEKERJAAN PERENCANAAN/
PENGAWASAN

KOP SKPK
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKER.IAAN PERENCANAAN/

PtrNGAWASAN**}
Nomor

KeAiatan

Pada trari ini ....-..... ta,1ggal .......,.. bulan ta.hui ............, kami yang bertanda tarrgan
di bawah ioi :
l. Nama

Jabatan

Ala.Etat

2. Nama
Jabatan

Keteranga.rr :

') Corct yang tidak pcrlu

Alamat

- Pekerjaan/Paket
- Koltrak Nomor
- Tarrggal Kontrak
- Nilai Kontrak
- Sumber Dala
- lokasi Pekerjaao
- Nomor dan Tanggal DPA
- Noaor & T,'rg8al Addendum

Discrahkan Oleh :

Pejabat PeBbuat Komitmen

NIP

Selaku Pejabat Pemtruat KomitEerr*) pada SKPK..., dalaB jabatan tersebut
berdasarkan SK........ Nomor ......- Tanggal ...-----
........................(Alanat SKPIg-

------Dengarr ini Pejabat Pembuat Komitmer orenyerabkan Hasil Pekerjaan kepada pA/KpAr*) dan
menyatakan telah menerima Hasil Pekerjaan, yaitu I

Rp

----- Selanjutrrya Hasil Pekerjaan sebagaiaana tersebut diatas dilakukan pencatatart oleh Pengurus
Barang Pengguna pada SKPK..........,.....

------ Demikian Berita Acara PenerimaanHasil Peke{iaan ini diperbuat dengan sebenarnya datam rargkap
7 (tujuh) urtuk dapat dipergunakan seperlunya-

DiteriEaoleh :
Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggula Anggaran")

SKPK

NIP

t o/

: .........-.,..
: Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.") bertindak untuk dan

atas rtama PeEerirttah Kabupaten Aceh Uta.ra
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F. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKER.IAAN PERENCANAAN/PENGAWASAN -}

KOP SKPK
,q.CA-R{ PE PEKERJ ASAN *

Alaroat

2. Nama
Jabatarl

Kegiatan

Pada hari ini ....... tanggal
ilai:

...... bulan ....,.....,.. ta}'un ........,, kami yang bertanda ta.rlgao di bawah

1. Nama
Jabatan

S€laku Pejabat Penandatangan Kontrakr) pada SKpK, berdasarkan SK
NoEor.......Tanggal .,.......bertindak untuk dan atas narna pemerintah Kabupaten
Aceh Utara

{Alamat SKPK)

: Dtektur/Wakil Direktur CV/Pr*) .........
Selaku Penyedia bertiredak dara"n jabatan tersebut berdasarkan Akt€ Notaris .....
Nomor ....,,....... Tanggal di

Alalnat
A. Berdasarkan

1, - Kontrak Nomor
- Tanggal Kontral
- Nilai Kontral
- Sumtrer Dana
- Pekeq'aan/Paket
- lokasi Pekeq'aan
- Nomor dan tanggal DPA
- Nomor/TanggalAddendum

Rp

2. Bcrita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor Tanggal. .dinvatakan
bahwa presasi pcke{aan tel,ah mencapai,.-.--old....................)

B. P€rincian p€Bbayaran sebagai berikut :

Prosenta-se Pelaksaraa.n : -o/o

Retensi :. -o/"
Jumlair

-"/oProsentase vans telah dibavar
Prosentase Pembayaran ; -o/o

Maka sesuai dengaa !gt$tuar1, Penyedia Barang/Jasa berhak oenerima pembayaran dari pejabat
Penandatangan Kontrakt) Sebesar:...,.o/oxNilaiKontrak=Rp.........(huru$

C Pem Kontra-k

D. Penyedia sepakat atas
RekeningNomor :

PadaBank :

jurdah pembaya.ran tersebut di atas dan dibayarkan ke :

Demikianlatr B€rita Acara Pembayaral ini dibuat dalam rangkap 7 (tujqh) untuk dapat dipergunakan
sepedunya-

Penyedi,a
cv/Pt*)

tempat, taIlggal seperti tersebut diatas
Pejabat Penandatangan Kontrakr)

SKPK

NIP

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarania)

SKPK Kabupaten Aceh Utara

NIP

Kaerangan :
- ') diili scsuai dengan jabatan yang mcnaldatanAani kont Ek {PA/KPA/PP4
- ") Coret yang tidak perlu

NO URAIAN JUMLAH BIAYA tRp)
I )Nil,ai Kontra-k (Nilai Addendum
2 Total Pembayaran s/d BAP yang lalu
3 BAP i'ri
4 Total Pembayqran s/d BAP ini
5. Sisa Kontrak

b



Telah datang melapor kepada kami untuk memulai melaksanakan pekedaan..... .....yang
berlokasi di .... dengan nomor kontrak ...........

Demikian surat ini untuk dapat digunalan seperlunya

80

2. TATA CARA PEMBAYARAN JASA KONTRUKSI

A. FORMATSURAT PERI{YATAAN CAMAT

KOP KECAMATAN

SURAT PERIIYATAAN
No.......

Pada hari ini ... tanggal .... bulan ... tahun...Kami yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
Jabatan : Camat Kec.....

Menyatakan bahwa, yang tersebut namanya dibawah ini yaitu
Nama :

Nama Perusahaan i

Jabatan
Alamat Peru sahaan :

CAMAT KECAMATAN

NAMA
Pangkat

NIP

Keterangan:
Surat KeteranSan Camat berl,aku untuk pekerjaan di kec-rnar.q ddla@ wilayah Kabupaten Aceh Utara

r|'o y



Keqiatan
Pekerjaan.......

Pada hari ini ....... tanggal bulan tahun karnl y61g
bertanda tangan dibawah ini :

l. Nama
Jabatan

Alamat

2. Nama
Jabatan

..................Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak*) pada
SKPK..., bertindak untuk dan atas nama pemerintah
Kabupaten Aceh Utara
...................(Alamat SKPK)

Direldur/ Wakil Direktur CV/ PT+s) Selalu Penyedia
bertindak dalam
Notaris . ....Nomor

jabatan tersebut
Tanggal

berdasarkaa Akte
(al,amat

Alamat : perusahaan)
A. Berdasarkan :

1. - Kontrek Nomor :

- Tanggal Kontrak :

- Nilai Kontrak :

- Sumber Dana
- Pekerjaan/Paket
- Lokasi pekerjaan
- Nomor & Tanggal

DPA
2. - Jaminan Uang Muka : Banl<

- Nomor/Tanggal Jaminan :

- Nilai Jaminan Uang Muka : Rp. ................(terbilang

B. Perincian Pembayaran sebagai berikut :

Persentase Pembayaran (DotDn PaAmenq I o/o

sesuai dengan ketentuan, maka penyedia berhak menerima pembayaran uang
muka dari Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar ........o/o x wilai kontrak =
Rp. ..............-......................(...........terbilang)

C. lasi Pem

D. Penyerlia sepakat atas jumlah
Rekening

pembayaral tersebut diatas dan dibayarkarr ke

a. Nomor Rekening (A/C) :

b. Bad( :

-:- Demikian Berita Aca-ra Pembayaran ini diperbuat dgn sebenarnya dalqrn
rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penyedia
cv/Pr-1........

tempat, Anggal seperti tersebut dietas

Pejabat Penandatangan Kontrak")
SKPK

NIP
Menyetujui :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**)
SKPK

NIP

Keterangan:
- ") diisi sesuai dengan jabatan yang menandatangani kontrak (PA/KpA/ppK)

No. U RAIAN JUMLAH BIAYA (Rp)
I Nilai Kontrak
2 Pemba BAP ini mukaU
.) Total Pembayaran s.d. BAP ini

Sisa Kontrak

8t

B. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA

KOP SKPK
BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA

Nomor:

4.

r&,/
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C, FORMAT I.APORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

rt

Kegiatan
Nomor / Tanggal Kontrak
Nilai Kontrak
Pekerjaan
l.okasi Kecamatan
Konsultan Perencala/Pengawas*):......

Rp

Nomor

No
Uraian

Pekeiaan

VOLUME Bobot
Pekerjaan

f/"1

Persentase
Pelaksanaan

p/ol

Kemajuan
Fisik Rato-

rata {o/o}
Kontrak Realisasi

I 2 3 4 6 7-(s) x
(6)

Jumlah

Diperiksa/ Menyetuj ui :

Konsultan
Pengawas/Pengawas

Dinas/ Ranting**)

NIP.

tempat, tanggal seperti tersebut di
atas

Dibuat Oleh:
Kontraktor Pelaksana
cv/PT**)......

Jabatal
Mengetahui

Pejabat Penandatangan
Kontrak*)

NIP.

Keterangan:
- *) diisi sesuai dengan jabatan yang menandatangani kontrak (pA/ KpA/ ppK)
- **) aret gang tid.ak perlu

th?

- Bagi SKPK gang oda Penga uta.s Lapangan dapat ditambah penganaa.s
tersebri unhtk menand.atan4ani-

o/

KOP SKPK
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

5

)

)



D. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

KOP SKPK
BE ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor
Kegiatan
Pekeq'aan

Pada hari ini tanggal ...bulan.........tahun........kami yang bertanda
tangan di bawah ini berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran pada SKPK....... Nomor.......tanegal..... sebagai pejabat
penaldatangan kontral< dan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPK . Nomor. . .. .. .tanggal. .. ... . . sebagai
tenaga ahli/tim teknis:
l. Nama

Jabatan : Pejabat Penandatangan Kontrak
Alamat : ........................(Alamat SKPK).

2. Nama
Jabatan : Tennga Ahli/Tim Teknis**)
Alamat : ........................(Alamat SKPK).

Karena jabatannya dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah
melaksanakan pemeriksaan terhadap pekeqiaan tersebut di atas yang
dilaksanakaa oleh:
Nama Perusahaan / Penyedia
Alamat

Kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan
a. peke4'aan sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran

pesanan/SPK/SP
-Nomor :

-Tanegal:
-Tahun I

sebagaimana terlampir

b. Selanjutnya menyataka:r bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan
dimaksud telah sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkan
dalam kontrak tersebut diatas.

------Demikian Berita Acara
sebenarnya dalam rangkap
seperlunya.

Pemeriksaan ini diperbuat dengan
7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan

Penyedia
cv/PT***).........

Tenaga Ahli/Tim Telcris**) .

Pejabat penandatangan
kontrak

SKP

NIP.
Keterangan:
- *) diisi sesuai dengan jabatan yang menandatangani kontrak

(PA/KPA/PPK);
- **) tenaga ahli/tim teknis jika diperlukan;
- ***) Coret yang tidak perlu; t u/

83
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E. FORMAT BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
KOP SKPK

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
Nomor

Kegiatan:
aan

Pada hari ini tanggal . ....... bulan ....... tahun ........, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
1. (Nama)......:Pejabat Penandatangan Kontrak*) pada SKpK bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

2..................: DirlWadir CVIPI**).........
Berdasarkan Kontrak Nomor

Selaku penyedia Pelaksana
.........Tanegal

a Dir/Wadir CV/PT**)...............Selaku Konsultan Pengawas
berdasarkan Kontrak Nomor Tanggal
atau Pengawas SKPK Kabupaten
memakai konsultan Pengawas)

Aceh Utara (Jika tidak

Menerangkan bahwa :

- Kontrak Nomor :

- Tanggal Kontrak :

- Nilai Kontrak :

- Sumber Dana :

- Peke{aan/Paket :

- Lokasi Pekerjaan :

- Nomor dan tanggal DPA :

- Nomor & Tanggal Addendum:

Dengan ini menyatakan tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut
di atas telah mencapai.....%o (......persen) dengan hasil - 

sebagaimana
tercantum dalam laporan
No..............Tan99a1..................
berita acara ini.

kemajuan pekerjaan (-kogress Reportl
yang merupakan satu kesatuan dengan

Ditandatangani di
Pada Tanegal: seperti tersebut di atas

selanjutnya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud
telah sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkan dalam kontrak
tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Kemajuan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya
dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Diperiksa/ Menyetujui:
Konsultan Pengawas/ Pengawas

. Dinas**)

Dibuat Oleh:
Kontraktor Pelaksana
cvlPT**).......

Jabatan

Mengetahui
Pejabat Penandatangan KontrakJ

Keterangan
- ") diisi sesuai dengan jaba
- *) Coret yang tidak perlu

NIP

tart yang menandatangani kontrak (PA/KpA/ppK) b
0

Jabatan

/
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F. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KOP SKPK
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor:
Kegiatan
Pe aan

Pada hari ini....tanggal....bulan....tahun .....kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

1. Nama i

Jabatan :

Alamat
2. Nama

Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak*) pada SKpK...,
bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten
Aceh Utara

....(Alamat SKPK).

Direktur/Wakil Direktur CVlPT*l .........
Selaku Penyedia bertindak dalam jabatan
berdasarkan Akte Notaris.... Nomor...Tanggal... di
..................(alamat Perusahaan)

Dengan ini Pejabat Penandatangan Kontrak dan pA/ KpA sepakat
mengadakan serah terima Akhir sesuai :

Jabatan

Alamat

- Kontrak Nomor
- Tanggal Kontrak
- Nilai Kontral<
- Sumber Dana
- Pekerjaan/Paket
- lokasi Pekedaan
- Nomor dan taaggal DPA
- Nomor & Taneqal Addendum

Penyedia
cv lPt/....

tersebut

sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:
Pasal I

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Kemajuan pekerjaan,
Nomor...... tanggal .... dan telah melakukan pemeriksaan / penilaian hasil
kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah mencapai l0o o/o

(seratus persen) serta telah melalui masa pemeliharaan maka pejabat
Penandatangan Kontrak menyatakan bahwa semua pekerjaan telah
dilaksanakan dengan baik oleh Penyedia.

Pasal 2
Penyedia menyerahkan hasil pekerjaan tersebut di atas kepada pejabat
Penandatangan Kontrak*) dan Pejabat Penandatangan KontrakJ -enJ.ir.rapenyerahan hasil pekerjaan tersebut di atas dari penyedia.

Pasal 3
Apabila terbukti teg'adi kesatahan setelah dilakukan serah terima pekeg'aan
disebabkan Penyedia, maka Penyedia wajib bertanggung jawab sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
------ Demikian Berita Acara Serah rerima pekerjaan ini diperbuat dengan
sebenarnya dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Penandatangan Kontrak*)
SKPK......

NIP.
Mengetahui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**)
SKPK....

NIP
Keterangan :
- *) diici cecua.i denga,r jabatan yang rn€nandata'lgani kontra]r (PA/KPA/PPX)
- *) Coret yang tidak perlu

h/fq
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G. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKER'AAN PEtrTAMA

BERITA ACARA SE
KOP SKPK

RAH TERIMA PEKERJAAN RTAMA
Nomor

Kegiatan
Pe airn

Pada hari ini
bertanda tangan
di bawah ini :

l. Nama
Jabatan

Alamat
2. Nama

Jabatan

Alamat

tanggal bulan tahun kami yang

Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak*) pada SKPK.., bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

.(Alamat SKPK).

Direktur/Wakil Dire ktur CV/PT*") .........
Selaku Penyedia bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan
Akte Notaris........Nomor....Tanggal.....di
...,.,............(alamat Perusahaan)

Dengan ini Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia sepakat mengadakan
serah terima pertama sesuai :

- Kontrak Nomor
- Tanggal Kontrak
- Nilai Kontrak
- Sumber Dana
- Pekefaan/Paket
- Lokasi Pekeqiaan
- Nomor dan tanggal DPA
- Nomor & Tanggal Addendum

Rp

sebageimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal f
Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Kemajuan pekerjaan, Nomor : ....,. tanggal
.... dan telah melakukan pemeriksaan/penilaian hasil kemqiuan pelaksanaan pekerjaan
tersebut di atas yang mencapai .........o/o (.......... persen) serta pejabat perrandatangan
Kontrak*) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh
Penyedia.

Pasal 2
Penyedia menyerahkan hasil pekerjaan tersebut di atas kepada pejabat penandatangan
Kontrak*) dan Pejabat Penandatangan Kontrak*) menerima penyerahan hasil pekerjaan
tersebut di atas dari Penyedia.

Pasa-l 3
Penyedia berkewajiban melakukan pemeliharaan atas kerusakan yang terjadi dalam
masa pemeliharaan se1ama......................hari terhitung sejak serah terima pekerjaan ini
sampai dengan tanggal/bulan/tahun.

Pasal 4
Apabila terbukti tedadi kesalahan setclah dilakukan serah terima peke{aan disebabkan
Penyedia, make Penyedia wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yarg
berlaku.
------ Demikian Berita Acara serah rerima Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya
dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan seperlur5ra.

Penyedia
cv /Pt 1....*,1

Pejabat Penandatangan Kontrak*)
SKPK.....

NIP.
Mengetahui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran*)
SKPK....

NIP
- *) diisi sesuai dengan jabatan yang menandatangani kontrak (PA/KPA/PPK)
- *) Coret yang tidak perlu

D/n&



H. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN
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Nomor
Kegiatan

aan

Pada hari ini
tangan di bawah ini :

1. Nama : ..

....... tanggal ....... bulan tahun ........., kami yang bertalda

Jabatan
S€laku Pejabat Penandatangan Kontrakpada SKpK....,berdasarkan SK
Nomor ....?angga1......... bertindak untuk dan atas nama pemerintah
Kabupaten Aceh Utara

AIamat
2. Nama

(Alamat SKPD)

Jabatan : Direktur/Wakil DireLtur CV/PT.) .........
Selaku Penyedia bertindak dalam jabatan ters€but t)€rdasa.kan Akte
Notaris.. -.,.....Nomor :....,., -.,tgl.... -

Alamat (Alamat Perusahaan)
A. Berdasarkan

- Kontmk Nomor
- Tanggal Kontrak
- Nilai Kontrak
- Sumber Dana
- Pekerjaan/Paket
- Lokasi Peke{aan

Nomor dan tanggal DPA

- Nomor & Tanggal Addendum
- Nomor & Tanggal S€raI Terima Pekeq'aan : .-..

Berita Acara Kemajuan Peke
peke{'aan telah mencapai,..-..7o(

B. Perincian pembaya.ran sebagai berikut :
Prosentase Pelaksanaan s/d BAP ini : - %
Retensi

rjaan Nomor... Tanggal...-dinyatakan bahwa prestasi
)

Jumlai :
Prosentase vans telal dibavar :

- o/"

Prosentase Pembayaran | - o/o

Sesuai dengal ketentuan, Penyedia berhak menerima
Penandatangan Kontrak Sebesar 1.....o/ox Nilai Kontrak - Rp.

C. Rincian Pembayaran Uang Muka (DP):
- Pengambilan Uang Muka (DPl s€besar....% x Rp..........= Rp

D, tulasi Pemba Kontrak

Penyedia sepakat atas jumlah
Rekening Nomor :

p€mbaya.ran tersebut di atas dan dibayarkal ke :

PadaBank :

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat
dipergunakar seperlunya.

tempat, tanggal sep€rti tersebut diatas
Pejabat Penandatangan Kontrak*)

SKPK I(abupaten Aceh Utara

peobayaran dari Pejabat
............... [huruf)

t

Penyedia
cv/w1....".,1

NIP...............
Mengetahui/ Menyetujui :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran"")
SKPK Kabupaten Aceh Utara

NlP
Keterangan :
- *) diisi sesuai dengan jabatan yang menardatanga.ni korltra.k (PA/EPA/PPKI

"*) Coret yang tidak perlu

NO URAIAN JUMLAH BIAYA (Rp)
1 Niiai Kontrak (Nilai Addend um)

J Pembayaran BAP ini
4 Pem S d BAP ini
5 balian Uang Muka BAP ini (...% x Jlh. DP)

6 Total Pembayaran s/d BAp ini
7 Sisa Kontrak

tI
t, D/

KOP SKPK
BERITA ACARA PEMBAYARAN

Total Pembayaran sld BAP vang lalu (Uans Mukal
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FORMATBERITA ACARA SERAH TERIMA PEKER.IAAN KEDUA/TERAKHIR

KOP SKPK
BERIT ACARA SERAH TERIMA PDKERJAAN DUA/TE

Nomor
Kegiatan
Pekerjaan

Pada hari ini
bertanda tangan
di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

targgal bulan tahun kami yang

Alamat
2. Nama

Jabatan

Alamat

Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak+) pada SKPK..., bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

.(Alamat SKPK).

Direktur/Wakil Direktur CV/PF) .........
Selaku knyedia bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan
Akte Notaris .........Nomor ....... Tanggal .....-.. di
......-..........-(alamat Perusahaan)

Dengan ini Fejabat Fenandatangan Kontrak dan Fenyedia sepakat mengadakan serah
terima Akhir sesuai :

- Kontrak Nomor :

- Tanglal Kontrak :

- Nilai Kontrak :

- Sumber Dana :

- Pekerjaan/Paket :

- Lokasi Pekerjaan :

- Nomor dan tanggal DPA :

- Nomor & Tanegal Addendum:

Rp

s6!agaim616 tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal I
setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Kemqiuan pekerjaan, Nomor...... tangga.l
..'. dq, t Bh melakukan pemeriksaan/penilaian hasil kemajuan pelaksanaan peke{aan
tersebut di atas telah mencapai loo o/o (seratus persen) serta telah melalui masa
pemeliharaan mafta Pejabat Fenandatangan Kontrak menyatakan bahna semua
peke{aan telah dilaksanakan dengan baik oleh penyedia.

Pasal 2
Penyedia menyerahknn hasil pekerjaan tersebut di atas kepada pejabat penandatangan
Kontrak*) dan Fejabat Penandatangan Kontrakr) menerima penyerahan hasil pekerjian
tersebut di atas dari Penyedia.

Pasal 3
Apabila terbukti terjadi kesalahan setelah dilakukan serah terima pekerjaan disebabkan
Penyedia, maka Penyedia wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

------ Demikian Berita Acara Serah rerima pekedaan ini diperbuat dengan sebenarnya
dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Penandatangan Kontrak*)
SKPK.....

NTP.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran*)

SKPK....

NIP
Keterangan :

- ') diisi sesuai dengan jabatan yang menandatangani kontrak (pAlKpA/ppK)
- **) Coret yang tidak perlu

Penyedia
cv/w/....
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J. BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

KOP SKPK
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor
Kegiatan
Pek aan

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Selaku Pejabat Pembuat Komitrnen*) pada SKpK...,
dalam jabatan tersebut berdasarkan SK........ Nomor .......
Tanggal ........

2. Nama :

Jabatan

Keterangan :

- t) Coret yang tidak perlu

Diserahkan Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP

Diterima Oleh :

Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran*)

SKPK....

: Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran**)
bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten
Aceh Utara

(Alamat SKPK).

bat Pembuat Komitmen menyerahkan Hasil pekerjaan
menyatakan teiah menerima Hasil Pekerjaan, yaitu :

Rp

Alamat

-------Dengan ini Peja
kepada PA/KPA*) dan

- Pekerjaan/Paket
- Kontrak Nomor
- Tanggal Kontrak
- Nilai Kontrak
- Sumber Dana
- lokasi Peke{aan
- Nomor dan Tanggal DPA
- Nomor & Tanggal Addendum:

------ Selanjutnya Hasil Peke{aan sebagaimana tersebut diatas dilakukan
pencatatan oleh Pengurus Barang Pengguna pada SKpK....

------ Demikian Berita Acara Penerimaan Has pekeq'aan ini diperbuat
dengan sebenarnya dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

NIP

Alamat

{&r



K. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN RETENSI

KOP SKPK
BERITA ACARA PEMBAYARAN RETENSI

Kegiatan :........
Peke aan :.......................

Pada hari ini ......... tanggal
bertanda tangan di bawa-h ini :

1, Narna
Jabatan

Alamat
2. Narna

Jabatan

Alamat

A. Berdasarkan
- Kontrak Nomor :

- Tanggal Kontrak :

- Nilai Kontra-k :

- Sumber Dana :

- Peke{aan/Pa-ket :

- Lokasi Pekerjaan :

- Nomor dan tanggal DPA :

- Nomor & Tanggal Addendum:

Sela-ku Pejabat Penandatangan Kontrakpada SKPK....,
berdasarkan SK Nomor........Tanggal ........bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

bula-n tahun kami yang

(Alamat SKPK)

Direktur/Wa kil Direktur CV/PI'*) .........
Selaku Penyedia bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan
Akte Notaris.......... Nomor :..... ..... tgl.....

(Alamat Perusahaan)

Rp

Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan Nomor ....... Tanggal..........dinyatakan
bahwa pemeliharaan pekerjaan tersebut diatas dararn masa pemeliharaan sela'na
..... (.....) hari kalender telah ditaksanakan dengan baik dan kepada penyedia
berh,ak menerima pembayaran retensi sebesar......%(............. )B. Perincian pembayaran sebagai berikut:

Prosentase Pelaksanaan s/d BAP ini : - yo
Retensi
Jum]ah : - o/o

Prosentase yans teLah dibavar :- 7o
Prosenl"a se Pe mbayaran

Sesuai dengan ketentuan,
- o/o

mala Penyedia berhak menerima pembayaran dari
Pejabat Penandatanga-n Kontrak Sebesar :.....,1ox Nilai (61fu.2ft =pp. (huruf)

C. Re Kontrak

D. Penyedia sepakat atas juml,ah
Rekening Nomor:

pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke :

Pada Bank :

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat darem rangkap 7 (tujuh) untuk
dapat dipergunakan seperlunya.

tempat, tanggal seperti tersebut diatas
Penyedia

cv/PTl....*)

NIP.............,.
Mengetahui/ Menyetujui :

Pengguna Anggaran/Kuasa Penggrma Anggaran*)SKpK

Pejabat Penandatangan Kontrak*)
SKPK

{

NO URAIAN JUMLAH BIAYA
I ilai Addendum
2 Total Pemba Ialu MukaS d BAP

aran BAP inimPe
4 Total Pemba aran s d BAP ini
5 Sisa Kontrak

Keterdngdft :
- *) - *1) CorEt ]'aig tidak perlu

NIP

90

Nomor

(Rp)
Nilei Kontra_k

rPP



Pe aan
Pada heri ini

tangan di bawai ini :

...... Tanggal Bulan Tahun kami yang bertanda

l. Nama
Jabatan

S€laku Pejabat Penandatangan Kontrak pada SKpK...., berdasarkan SK
Nomor ......Tabggal .........bertindak untuk da]t atas nama pemerintah
Kabupaten Aceh Utara

Alamat

2. Nama
Jabatan

Alamat

A. Berdasarkan
l. - Kontrak Nomor

- Tanggal Kontrak
- Nilai Kontrak
- Sumber Dana
* Peke{aanlPaket
- Iakasi Pekerjaan
- Nomor dan tanggal DPA
- Nomor & Tanggal Addendum

Jumlah
Prosen Yans telah di

B, RC tulasi Pem Kontrak

Penyedia
cv/PT*l

Keterangan:
- ') Corer yang Udak perlu

(Alamat SKPK)

: Direktur/Wakil Direktur CV/pT") .........
Selaku Penyedia bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte
Notaris Nomor: ... tanggal... di.....

(Alamat Perusahaan)

Rp

Jaminan Pemeliharaan dikeluarkan oleh Bank/Asulansi ........Nomor...Tanggal .........
Berita Acara Serah Terima Peke4aan Nomor Tanggal............dinyatakan

Perincian pembayaran sebagai berikut :

Prosentase Pelaksanaan | -o/o
Retensi

tersebut sampai dengan

dari Pejabat

bahwa masa pemeliharaan pekerjaal
tan99a1............ selama...... (...............) hari kalender

i 'o/o

-o/o

Prosentase Pembayaran ; -o/o

Maka sesuai ketentuan, Penyedia berhak menerima pembayaran
Penandatangan Kontrak seb€sar:.....7ox Nitai Kontrak = Xp. ........ 1nuruf;

C. Penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibavarkan ke :
Rekening Nomor :

PadaBank :

Demikianlah Berita Ac€ra Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat
dipergunalan seperlunya.

tempat, tanggal seperti tersebut di atas
Pejabat Penandatangan Kontrak

Nip..................
Menyetujui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran')
SKPK

t

NO URAIAN JUMLAH BIAYA (Rp}

1 Nilai Kontrak Nilai Addendum
2 Total Pem laluS d BAP
3
4 Total S d BAP ini
5 Sisa Kontrak

NIP

Kegiatan

9l

L. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN

KOP SKPK
BEzuTA ACARA PEMBAYARAN DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN

Dengan Jaminan Pemeliharaan

2.
3.

Pembayaran BAP ini

'|.*y



92

M.FORMATBERITA ACARA PENYERAHAN BARANG MILIK DAERA}I KABUPATEN
ACEH UTARA

KOP SKPK
BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG MILIK DAERA}I KABUPATEN ACEH UTARA

Nomor
Pada hari ini ..... tanggal ... butan ... tahun ... Kami yang bertanda tangan

dibawah ini :
1. Narna

Jabatan
Selanjutnya dis€but

2. Nana
Jabatan Kepara gp11p /Kepda Bidang Pengelolaan

Kekayaan Daerah (BPKD)*) Kabupaten Aceh
Ut€r'a delem hal ini bertindak untuk dan
atas nama Bupati Aceh Utara.

Selanjutnya disebut : pIHAK KEDUA.
Benar PIFIAK PERTAMA telah menyeralkan kepa.da PIHAK KEDUA dan
menyat'kan telah menerima dari PITIAK PERTAMA untuk di Inventarisasi
s6foagai fisef Daerah, yaitu :

a.Nama Pekerjaan
b.TahL ., Anggaran
c. Anggaran seluruhnya
d.Nomor dan tanggal SPK/ Kontrak
e. Sarala yang diserahkan

Bahwa Penyerahan Kegiatan Pekerjaan
Milik Kekayaan/ Aset Pemerintah Kabupa
berikut :

PA/ KPA SKPK..............
PIHAK PERTAMA.

tersebut untuk keperluan Inventarisasi
ten Aceh Utara dengan ketentuan sebagai

1' Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bertanggung jawab sepenuhaya terhadap
pendayagunaan keamanan dan peravratan; dan

2. Pejabat Penandatangan Kontra_k bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
kebenaran penyelesaian fisik dari kegiatal yang diserahkan.

selanjuhya bersama Berita Acara penyerahan Kegiatan pembangunan ird turut
dilampirkan:
a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaal;
b. Berita Acara Penerimaan Hasfl Pekerjaan;
c. Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan;
d. Berita Acara Serah terima Kedua pekeriaaq
e. Addendum;
f. Foto; dan
g. Jarninan.

[grnikian Elerita Acara Peyerahan Barang Milik Daerah ini dibuat dengan
sebenarnya dalpm p1gftap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PI}IAK KEDUA

NIP. NIP.

NO
KODE I,OKASI/
KODE BARANG

NAMA BARANG/
BANGUNAN UKURAN BANYAKI,IYA

HARGA
NILAI

BARANG
Rp.

PIHAK PDRTAMA :

Keterangan :

- ') Coret yang tidak perlu
- Apabila pembayaran dilakukan sekaligus dengan jaminan pemeliharaan maka Berita n

Acara Penyerahan Balang Milik Daerah wajitr dilengkapi pada saat rlilakukan pemUayaran [ \
tersebut.

fMr
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L,AMPIRANIV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR I TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
XABUPATDN ACEH UTARA

TATA CARA PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA I-AINNYA

A. BERITAACARAPEMERIKSAAN

Nomor

Kegiatan
aan

Pada hari ini .......... tanggal .......... bulan
yang bertanda tangan

tahun kami

di bawah iniberdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran
pada SKPK........ No.......tanggal.....sebagai pejabat penaadatangan kontrak dan
berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna pada SKpK
....... No.......tanggal.........sebagai tenaga ahli/. rrn teknis :
1. Nama :

Jabatan
AIamat

2. Nama
Jabatan
Alamat :

:Pejabat Penandatang Kontrak
..(Alamat SKPK).

: Tenaga Ahli/Tim Teknis**)
.. (Alamat SKPK).

Kalena jabatannya dengan ini menyatakan dengan sebenarnya tel,ah melaksanakan
pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut di atas yang ditaksanakan oleh :
Na ma Perusahaan/ Penyedia
Alamat
Kesimpulan hasil pemeriksaqq dinyatakan
a. pekedaan sesuai sebagaimana tercantum 6lsla6 tnrnpAan pesanal/ SpK/ Sp

- Nomor :

- Tanggal :
-Tahun:

sebagaimana terlampir

b. selanjutnya menyatakal bahwa dalam pemeriksaan peke{aan d.imaksud telah
sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkal dalam kontrak tersebut
diatas.
------ Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengal sebenarnya
dalprn 61g[pp 7 (tujuh) untuk dapa.t dipergunakan seperlunya.

Penyedia
cvlm.........

Pejabat Penandatangan
Kontrak *) SKPK

NIP.

Keterangan :

- *) diisi sesuai dengan jabatan yang menandatangani kontrak (pA/ KpA/ ppK) ;
- **) tenaga ahli/tim teknis jika diperlukan;
- "*") Coret yang tidak perlu; t

KOP SKPK
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Tenaga AhfilTim Teknis*)

&y
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Aiok LafipirarL A BERITA ACARA PEMER1KSAAN
NOMOR i

TANGGAL i

HARGA
No KODE

BARANG
NAMA

BARANC
BANYAKNYA/

SATUAN

MERKI
'rYPE/
MODEL

THN
BELi

BAHAN/
UKURAN

ASAL
PEROLEHAN SATUAN JLH

rE"T

1 2 4 6 7 8 9 10 I1

Jumlah

Terbilang : (Dengan huruf,

Diserahkan Oleh :

Penyedia
wlcv

NIP.......

Keterangan i
- *) diisi sesuai dengan jabataD yang ftenardstangEni kontiak (pA/ KpA/ppK)
- t*) tenaga ahli/tim teknis jika diperlukan:
-**r)Coret yang tidak p€rlu
- Urrtuk kftOad.aan Ketuleroatu ditamlrah kolam nofiar mngko ddn nottar mesi.,1

Tenaga Ahli/Tim Teknis

Pejabat Penandatang Kontrak *)

SKPK

NIP

{

Rp

..)



Kegiatan
Pe aan
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B. FORMATBERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA LAINI{YA

KOP SKPK
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/ JASA LAINNYA

Nomor

Pada Hari ini..... Tanggal......BuIan.....
berdasarkan Keputusan Pengguna
..... Nomor:..... I ... I 20... Tanggal ...sebagai
*), yang bertanda tanggan di bawah ini:

Tahun......., bertempat di

Nama
Jabatan
Karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah

melaksanakan pemeriksaan terhadap pekeqiaan yang dilaksanalan oleh:
Nama
Jabatan
Perusahaan
Alamat

Anggaran pada SKPK
Pejabat Penandatangan Kontrak

pada Surat

Pasa] 1

Bahwa pekerjaantelah dilakukan serah terima antara penyedia dengan
Pejabat Penandatangan Kontrak*)dan dinyatakansesuaihasil pekeqiaan
tersebut di atas.

Pasal 2

Selanj utnya pekerjaanbarang/iasa lainnya tersebut diserahkan oleh pejabat
Penandatangan Kontrak*) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna
Anggaran**) dengan membuat Berita Acara Penerimaan.

Pasal 3

Apabila terbukti terjadi kesalahan pekedaanyang dilakukan oleh penyedia,
mal<a penyedia wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yalg
berlaku.

Berdasarkan realisasi sesuai jumlah/jenis barang
Pesanan/ suruhan kerja/ SPK/Perjanjian*")
- Nomor :

- Tanggal:
Sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini:

Ditandangani di
Pada tanggal

Penyedia
cv/PT....

Pejabat Penandatangan Kontrak*)

Keterur\gat :
- ') diisi sesuai dengan jabatan yang menendatangani konr.ak (pA/KpA/ppK)
- ") Coret yang tidak perlu

Demikian Berita Acara Serah Terima pekerjaanBarang/jasa lainnya
dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap Z (tu3uh) untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

{

NIP

c
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C. FORMATBERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

KOP SKPK

Nomor
Kegiatan

aan

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

1. Nama
Jabatan

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen*) pada SKpK..., dalam
jabatan tersebut berdasarkan SK........ Nomor ....... Tanggal

Alamat
2. Nama

Jabatan
Selaku PA/KPA, dalam jabatan tersebut berdasarkan
SK...Nomor....Tanggal......pada SKPK

Alamat
-------Dengan ini Pejabat Pembuat Komitmen*) menyerahkan Hasil

Pengadaan Barang kepada PA/KPA dan PA/KPA menyatakan telah menerima
Hasil Pengadaan Barang, yaitu :

- Peke{aanlPaket
- Kontrak Nomor
- Tanggal Kontrak
- Nilai Kontrak
- Sumber Dana
- Lokasi Pekeq'aan
- Nomor dan tanggal DPA
- Nomor & Tanggal Addendum :

------ Selanjutnya Hasil Pekerjaan sebagaimana tersebut diatas diserahkan
kepada Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus barang pengguna
pada SKPK... daJtar terlampir.
------ Demikian Berita Acara Penerimaan Pekerjaan ini diperbuat dengan
sebenarnya dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

(Alamat SKPK).

Rp

Diserahkan Oleh :

Pejabat Pembuat
Komitmen

Diterima Oleh :

Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran"")

SKPK...

NtP.......

Keterongan :
- **) Coret yang tidak perlu

{

NIP.......

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/JASA LAINI{YA **)

dr
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Attak Lompirort C
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/JASA LAINNYA"')
NOMOR :

TANGGAL :

Diserahkan Oleh :

Pejabat Pembuat Komitioen
Diterima Oleh ;

Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran*)

SKPK

NIP.......
NtP.......

Keterangan :

- ) Coret yartg tidak perlu
- Untuk Pengadaan Kenderaan ditambah kolom nomor rangka dcn nomor mesin
- Form ini dapat digunakan untuk Penerit qan Barung Perbaikan dengan mengesuaikan kolom gang
dipzrfu*nt

fi"&^

N KODE
BARANG

NAMA
BARANG/JASA

LAINl{YA

BANYAKMA/
SATUAN

MERK/
rYPEI
MODEL

THN
BELI

BAHAN/
UKI.JRAN

ASAL
PEROLEHA

N

HARGA ( Rp I

KETSATUA
N

JLH
I 2 3 4 5 6 7 8 9 to 1I

Jumlah
Rp

Terbilan8 : {DenBarI huruf,J

,/



98

D. FORMAT BERITA ACARA PEI.IYERAHAN BARANG

KOP SKPK

Nomor

Kegiatan
Peke aan

Pada hari ini tanggal bulal tahun
kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

1. Nama
Jabatan

Alamat
2. Nama

Jabatan

Selaku PA/KPA*) pada SKPK..., dalam jabatan tersebut
berdasarkan SK Nomor....... Tanggal ........

: ........................(Alamat SKPK).

Selaku Pengurus Barang Pengguna/Pembantu pengurus
barang pengguna, dalam jabatan tersebut berdasarkan
SK......Nomor......Tanggal...... pada SKPK

AIamat

-------Dengan ini PA/KPA*) menyerahkan Barang Hasil pekerjaan kepada
Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu pengurus Barang pengguna
menyatakan telah menerima Barang Hasil pekerjaan yaitu :

- Peke{aanlPaket
- Kontrak Nomor
- Tanggal Kontrak
- Nilai Kontrak
- Sumber Dana
- l,okasi Pekerjaan
- Nomor dan tanggal DPA
- Nomor & Tanggal Addendum :

a Hasil Pekeq'aan sebagaimana tersebut diatas dilakukan
penyimpanan oleh Pengurus Barang penggunan pada

daftar terlampir.

------ Demikian Berita Acara Penerimaan pekerjaan ini diperbuat dengan
sebenarnya dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

----- Selanjutny
pencatatan dan
SKPK................,

Diserahkan Oleh :

Pengguna Anggaran
/ Kuasa Pengguna

Anggaran
SKPK,..

NIP.......

Keterangan:
- *) Coret yang tidak perlu

Diterima Oleh :

Pengurus Barang
Pengguna SKPK

NIP.......

Mengetahui,
Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang

NIP.......

A ,/

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG / JASA LAI N},IYA*)



Anrtk Lampiran D

Diserahkan Oleh :

Pengguna Anggatan / Kuasa
Pengguna Anggaran

SKPK

MP.......
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BERITA ACARA PENYERA}IAN BARANG/JASA T,AINNYA)
NOMOR :

TANGGAL :

Diterina Oleh :

Pengurus Barang
Pengguna/ Pembantu Pengurus

Barang Pengguna*) SKPI(

NIP.......

Mengetahqi,
Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang

NrP.......

KeteFngarr :

- ') -diisi sesuai dengan jabatan yalg menandatangard kontrak {pA/KpA)
- *) Coret yang tidak perlu
- Untuk Pengad.aan Kende"aan d.irqmboh kolom nomor rangka d.an norno/ mesin
- u tuk pengadaan Barang dtterima oleh peng)nts furang pengtg na (peagadaan furu)- urXuk.-palgadaan_ Jo,sa lainnqa diterima oleh pengun; k ong penggun {barortg hr.-silperbaikan / pemeliharaan)

t&

HARGA
No

KOIrC
BARANG

NAMA
BARANC/

JASA
LJTINNYA

BANYATIIYA
/ SATUAN

MERK/
TYPE/
MODEL

THN
BELI

BAHAN/
UKURAN

ASAL
PEROLEHAN SATUAN JLH

I 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah

Tcrbilang : {Dengan huruf,-)

b{)
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KOP SKPK
BERITA ACARA PEMBAYARAN

(Pengadaan Barang)
Nomor

Kegiatan
aan

Pada hari ini ....... tanggat
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan

Alamat

2. Nama
Jabatan

Alamat
A. Berdasarkan

B

Selaku Pengguna Angga,ran/Kuasa Pengguna Anggaran/ ppK*) pada
SKPK ...., berdasarkan SK Nomor .......Tanggal ..........bertinda_k untuk
dan atas nama Pemerintai Kabupaten Aceh Utara

bulan tattun kami yang

Notaris .....Nomor ............. Tangqal di
(Alamat Perusahaan)

1. - Kontrak Nomor
Tanggal Kontrat

- Nilai Kontra-k

- Sumber Dana
- Peke{aanlPaket
- Lokasi Pekedaan
- Nomor dan tanggal DPA
- Nomor & Tanggal Addendum

2.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ....

Mal<a sesuai ketentuan, Penyedia berhak
Anggamn/ Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK*)
Rincian Sumber Pembayaran :

a. Porsi PHLN : {......o/ol
b. Porsi APBN : (......%)
c. Porsi APBD II : (...... %)

Jumlah Rp.

C. Re tulasi Pem Kontrak

Penyedia
Pr/cv....*)

.....Tan99a1............ Sebagaimana terlampir
menerima pembayaran dari Pengguna

Sebesar : Rp. ........ (huruf)

tempat, tanggal seperti tersebut diatas
Pejabat Penandatangan Kontrak*)

SKPK

Rp
Rp

D Penyedia sepakat atas jurnlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke :
Rekening Nomor :

PadaBank :

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat
dipergunalan seperlunya.

NIP

Mengetahui/ Menyetujui :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**)
SKPK

NIP
Keterdngdn :
- *) diisi sesuai dengan jabatan yang menandatangani kontrak (PA/KPA/ PPK)
- r*) Coret yang tidak pcrlu

NO URAIAN JUMLAH BIAYA (Rp)

I Nilai Kontrak
2 Jumlah Pembaya,ran

E. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

: Direktur/Watil Direktur CV/PT) .........
Selaku Penyedia bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte

Rp.
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L,\MPIRANIV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR I TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA

FORMATFOTO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI

SEBELUM
DIKERJAKAN

SEDANG
DIKER]AKAN

SELESAI
DIKERJAKAN

Keterangan :
*) Coret yarrg tidak perlu

PEKERJAAN :

PPTK PENGAWAS *) PELAKSANA
TANDA

TANGAN

{
r&.
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IAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA

KWITANSI

A. FORMAT KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN LANGSUNG PIHAK KETIGA

KWITANSI

Nomor Lembaian Asli : Untuk PPK SKPD
Salinan I : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengetueran
Salinan 3 : Arsip PPIN

Kode Rekening:
Tahun

Sudah teriIna dali
UanA banyalmya
untuk

Peng$rna Angte.ren/Kuasa Peogguna AngSaran SKPK.1.......,... Kabupaten Aceh Utara
...-......-.........-..- (derrgan hurul)

Juralah Rp. ..........-............-,

Setuju dibayar :

Pengguna Aoggaran /
Kuasa Fenggunq Anggaren*)

20.
Yang meneriha

Nama
Pekerjaarr
Alamat

.I
Nip...-........................

Fejet at Pelakdana Teknis Kcgiatan

NiP.

'l Coret yang tidek perlu

fe^v

{.

(. .....)



B. FORMAT KWITANSI UNTUK GU/TU

Nomor
Kode Rekening:
Tahun

lembaran Asli: Untuk PPK SKPD
Selinan 1 : Untuk Ku&sa BUD
Salinan 2 : Untuk Befldahara Pcngelua.ran
Salinen 3 : Arsip PPTK

103

KWITANSI

Sudah terima dari
Uang banyaknya
Yaitu

: Bendahara Pcngeluaran/ Bcndalar-a Pengeluaian pembentu pada SKPK.,.,........
: .,.........-.,.....,........ (dengan huruf)

Jumlah Rp. ......-....,.............

Setuju dibayar :

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaranr)

20.
Yang menerima

Nema
Pekerjaan
AIamat

.)

Nip.

Mengetahui :

Pejabat Pclaksana Tekris Kegiatan

Nip.

Kctcrantan
') Coret yang tidak pellu

Lunas Dibayar,
B€ndahaia Pengeluaran/

Elendahara Pengeluaran Fembanfu

Nip.

r*.htl
7

(.....

(. .) \... .)



I,AMPIRANVI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KAT}UPATEN ACEH UTARA

FORMATSURAT SURUHAN KER.IA

Pada hari ini.....tanggal...bulan ...tahun
dibawah ini :

1. Nama
Jabatan

Alamat

2. Nama
Jabatan

Penyedia
cv/PT*)

104

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KOP SKPK
SURAT SURUHAN KERJA

Nomor

Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa
Anggaran/PPK*) berdasarkan SK Nomor
......pada SKPK ...., bertindak untuk dan
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

kami yang bertanda tangan

Pengguna
.. . . ...tanegal
atas nama

: Direktur/Wakil Direktur CV/PT*) .........
Selaku Penyedia bertindak dalam jabatan tersebut
berdasarkan Akte Notaris Nomor : ..... tanggal .... di ...

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ ppK*) dan penyedia telah
sepakat bersama-sama untuk mengadakan suatu ikatan kerja sama dalam
rangka pelaksanaan Pekeqiaan ....... pada SKPK..........Kabupaten Aceh
Utara.

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaranl ppK") dalam kedudukannya
seperti tersebut diatas, telah memberikan tugas kepada penyediadan
Penyediamenyatakan telah menerima tugas tersebut dengan uraian
peke{aan sebagai berikut :

Alamat (Alamat Perusahaan)

No Pekedaan Volume Harga
Satuan

Jumlah
Harga

I 2 a 5 6

Demikian Surat Suruhan Kerja ini diperbuat dalam rangkap 6 (enam) untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal seperti tersebut di atas
Pejabat Penandatangan Kontrak

NIP
Menyetujui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran*)
SKPK

Keteran8an :

- ') Corct gang tidak Ffiu
Kolom dapat diformdt ses7./.ai kebunthorL
dikecualikan apabila pcjabat penantanganal kontrak adalah pA,lKpAtidak patu add persetujuan

(Alamat SKPK)

Keterangan

4
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IJ,MPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR I TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT SURAT PESANAN BARANG

KOP SKPK

SURAT PESANAN BARANG
Nomor : ....../SPB/......

Tempat/tanggal/Tahun

Kepada Yth,

Direktur, CV/PT

Di

Yang Memesan :

Pejabat Pengadaan

Nama
Nip. ......

/

NO Banyaknya/
Volume

Nama Barang/
Jenis Baran

Keterangan

I
2

Untuk
Keperluan.........
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT SURAT PERIMAH KERJA

KOPK/L/Dlrl
SURAT PEzuNTAH KE

PENDAPATAN DAN BELANJA

RJA

SURAT PERII{TAH KER.'A
(sHq

SATUAN KER*'A PPK:

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

NOM OR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

Halaman dari _
PANET PEKERJAANI NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN :

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL SELEKSI:

SUMBER DANA| l%fugai @ntort, earLtu *a dibb.lv
anggardft ,CEgiat"'l. _

atas DIPA Talu Anggara unt,,rc natd

WATiTU PDLA KSANAAN PEKER.JAAN: _ ( I ha.i kalender/bulan/tahun

NILAI PEKER.JAAN

No. Komponen
Biaya

Biaya Langsung Personil Biaya Lqngsung Non Personil Total
(Rp)

Kuantitas
(Orang
Bulan)

Harga
Satuan

(Rpl

Subtotal
{Rp)

Kuantitas
tika ndak
lump-swnl

Haraa
Satuan (Rp)

Subtotal
(RP)

Jumlah
PPN 100/0

NIL.A]
Terbileng

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA
Fenagihan hanye dapat dilalukan setdah penyelesaian p.kerJaan yang diperintahkan dalam SpK ini d8,
dibuktikan dcngan Bcrita Aca.ra se.ah Terima. Jika pekdaarl -tidak- 

dapat disclesaikaa dalah jangka waltu
pelaksanaan pcke.jaan karena kcaelslan atau ketalaian Penycdia maka Fenyedia berkewajibon uniuk-membayar
dcnda kepada PPK scbcsar :

". t/loo9 (Eatu pe( seribu) dari bagian nitai kontra.k/SPK seb€tutn PPN yang betum dikerjakan setiap hari
kalender kcterlambatan (apabila output dapat dipecsn-pccah fbuLan satu kesatuan slrstcm) dan dapat
berfungsi sccara sendiri-scndiri)

b- 1rl1OOO (satu P€r s€ribu) dari total nilai kontrak/SPK sebelum PPN setiap hari kalendcr keterlaEbatsn (af'abil,a
output tidak dapat diPccah-pecah karena satu kc,satuarr systeft da'r ridak dapat bcrfuntsi secara sendiri-
scndiri)

Selain tunduk kepada ketentuan dalam konkal/sPK ini, Penyedia b€rkewajiba, untuk mematuhi standar
Xetentuan dan S].arat Umum kontrak/SpK terlampir.

Untuk dan atas name
Pejabat Pembuat Komitmen

ftanda langan d.at cap (ika salinan osli ini u n':.rk penl/edia
Jasa I(onsultd/rsi mak(l PJkdtkdn md/€t',:i Rp 6.000,-)]

lnama lenakdbl
Iiq@ta l

Untuk dan atas narna Penyedia Jasa Konsultansi

Itanda tangiiI]. dart @.tt 6ilca sclinan asli ini
untuksatuan /r€rja- P€j.th.t Pg-mbunt Kofiit/r.en mo.ka

rcl(rztkanma,l,-tui Rp 6.000,- )l

[i\batan]

/

r&,
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I,AMPIRAN Ix
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 raHuNzozg
TENTANC PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT RINGKASAN KONTRAK (LS - Pihak Ketiga)

PENDAPATAN DAN BELANJA

1. Nama SKPK
2. Nomor dan Tanggai DPA/DPPA/SKPK.)
3. Pmgram(kode rekening dan Nama Program)
4. Kegiatan (kode rekening dan Nama Kegiatan)
5. Sub Kegiatan (kode rekening dan Nama Sub Kegiatan)
6. Rincian Objek Belanja (kode rekening dan Nama belanja)
7. Nama Rekening Belanja
8. Sumber Dana
9. Uraian Pekerjaan
10. Nomor dan Tanggal Kontrak (SPK/SSK/Surat Pesanan*|
11. Nomor dan Tanggal Kontrak (Addendum *)

12. Nama Pihak III/ Perusahaan
13. Alarnat Perusahaan
14. Nilai Kontrak/ Nilai Pekerjaaan
15. Nilai (Addendum *)

16. Jumlah Pembayaran
17. Pemtlerian Ualg Muka
18. Potongan Uang Muka
19. Lokasi Pekeda.an
2O- Nama Bank/ No. Rekening Giro Barrk Perusahaan
2 1. Cara Pembayaral (Tahap/ termin / sekaligus") ......%
22. Jangka Waktu Pelaksanaan
23. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
24. Jangka Waktu Pemeliharaal

"l 1. Disesuaikar dengan pelalsaaaan pekerjaan
2. Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak

perubahannya
3. Apabila pelaksalaa.n pekerjaan dengan iebih dari 1

dilengkapi dengan rekapan surat pesanan

25. Ketentuan Sanksi: Denda keterlambatan 1/10OO (satu per mil) dari Harga Kontrak
setiap hari keterlambatan, besarnya denda maksimal 5% dari harga
kontrak

Rp (*tu"r, a***gt nr,;*. 
"a")Rp........ (.....Y.)

(ep)

.

dapat disesuaikan dengaa

(satu) sumt pesalan maka

Lhoksukon, tanggal/ tahun
PAIKPA pada SKPK.....

(NAMA)
Nip

/

RINGKASAN KONTiIAK (LS - PihaK Ketiqa)
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I,AMPIRAN X
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT SURAT PERMATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

KOP SKPK
Surat Pernyataan Tanqgunq Jawab Belania

Nomor : ....../SPTJB/......

l.Nama SKPK :

2.Kode SKPK :

3.Nomor/Tanggal DPA-SKPK

4.Jcnis Bclanja

S.NoDor SPM

6.Tanggal SPM

T.Nilai SPM Rp. ,-( terbilang )

Yarg bertanda talgan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran pada

SKPK..............,.,,........-,.,. Kabupaten Aceh Utara, nenyatakan bahwa saya bertanggung jawab
penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Kuasa BUD melalui sp2D
(uP/cu/Tu/ls) serta ket enaran perhitunaan da.n s€toran pqiak yang terah dipungut atas
pembayaran tagihart yarog telah kaei perintahkan dalam SpM atas na'oa-
l.Nama (Bendahara/ Pihak Ketiga "):
2.Alaloat :

3.Naraa Bank :

4,No.Rek Bank :

NO REKENING BELANJA PENERIMA URAiAN JUMLAH

I
2

Rp.

Rp.

JUMLAH Rp.

Bukti-bukti belanja tersetrut diatas -disimpan oleh bendahara peogeluaran/bendahara pembantu
sesuai-_ dengan ketentuan yang- berlaku untuk kelangkapan - adainiseasi dan teperluan
pemeriksaan aparat pegawai fungsional.

Dcmikian surat pernyataa.rr dibuat dengan s.benarnya.

Materai
10.ooo

Lhoksukon,

PAIKPA pada SKPK..

NAMA

nt
coret yang tidak perlu

Nip.

b/
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